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ABSTRAK 

 

Nama :i  Abdurrahmani Masdiana 

NPM :i  120160205011 

Programi Studi : Keamanani Maritim 

Juduli Tesis : Implementasii Pembentukani Satuani Tugasi 115i 

Dalami Pemberantasani Penangkapani Ikani Secarai 

Ilegali Untuki Meningkatani Keamanani Maritimi 

Indonesia. 

 

 

FenomenaIIpenangkapanIIikanIIsecaraIIilegali (illegali fishing)i yangi terjadii 

dii Indonesiai menyebabkani kerugiani ekonomisi dani menjadii salahi satui 

perhatiani terhadapi i isui keamanani maritimi dii wilayahi perairani Indonesia.i 

Padai Oktoberi 2015i Presideni membuati sebuahi terobosani gunai melakukani 

penindakani terhadapi illegali fishing.i Maraknyai pencuriani ikani yangi terjadii 

menjadii sebuahi tantangani besari sehinggai dibentuklahi Satgasi 115i sebagaii 

sebuahi lembagai khususi yangi fokusi untuki memberantasi kejahatani 

penangkapani ikani secarai ilegali dii perairani Indonesia.i Pembentukani 

Satgasi 115i yangi diharapi menjadii jalani keluari bagii permasalahani 

penangkapani ikani secarai ilegali dii Indonesiai perlui ditinjaui implementasii 

dani dampaknyai gunai memberikani evaluasii atasi penanganani 

penangkapani ikani secarai ilegali yangi terjadii dii wilayahi perairani Indonesia.i 

Penelitiani inii menggunakani metodei kualitatifi dengani pendekatani deskriptifi 

analitisi dani menemukani bahwai Satgasi 115i telahi diimplementasikani 

dengani meledakkani dani menenggelamkani sejumlahi kapali ikani asingi 

dalami pemberantasani penangkapani ikani secarai ilegali yangi berasali darii 

berbagaii negara.i Ditemukani pulai bahwai pembentukani Satgasi 115i 

memberikani dampaki yangi positifi dengani meningkatnyai sumberi dayai 

perikanani dani potensii kelautan,i produksii perikanan,i sertai nilaii ekspori 

perikanan.i Hasili darii penelitiani inii dapati digunakani sebagaii bahani evaluasii 

atasi implementasii kinerjai Satgasi 115i kedepannyai gunai meningkatkani 

keamanani maritimi dii wilayahi perairani Indonesia.” 

 

 

Katai Kunci:i Implementasi,i Satgasi 115,i Penangkapani Ikani secarai Ilegal,i 

Keamanani Maritim. 
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ABSTRACT 

 

Name   :i Abdurrahmani Masdiana 

NPM   :i 120160205001 

Studyi Program :i Maritimei Security 

Thesisi Title :i Implementationi ofi Establishmenti ofi thei 115i Taski 

Forcei ini Eradicatingi Illegali Fishingi fori Increasingi 

Indonesiani Maritimei Security 

 

Thei phenomenoni ofi illegali fishingi thati happensi ini Indonesiai causesi 

economici lossesi andi becomesi onei ofi thei concernsi oni maritimei securityi 

issuesi ini thei territoriali watersi ofi Indonesia.i Ini Octoberi 2015i thei Presidenti 

madei ai breakthroughi toi takei actioni againsti illegali fishing.i Thei risei ofi illegali 

fishingi hasi becomei ai majori challengei soi thei 115i Taski Forcei andi hasi beeni 

establishedi asi ai speciali institutioni thati focusesi oni combatingi illegali fishingi 

ini Indonesiani waters.i Thei formationi ofi thei 115i Taski Forcei whichi isi 

expectedi toi bei ai solutioni toi thei problemi ofi illegali fishingi ini Indonesiai needsi 

toi bei reviewedi fori itsi implementationi andi impacti ini orderi toi providei ani 

evaluationi ofi thei handlingi ofi illegali fishingi thati occursi ini Indonesiani waters.i 

Thisi researchi usesi qualitativei methodsi withi ai descriptivei analyticali 

approachi andi findi outi thati thei 115i Taski Forcei hasi beeni implementedi byi 

detonatingi andi sinkingi ai numberi ofi foreigni fishingi vesselsi toi eradicatei 

illegali fishingi fromi variousi countries.i Iti wasi alsoi foundi thati thei formationi ofi 

thei 115i Taski Forcei hadi ai positivei impacti withi increasingi fisheriesi 

resourcesi andi marinei potential,i fisheriesi production,i andi thei valuei ofi 

fisheriesi exports.i Thei resultsi ofi thisi researchi cani bei usedi asi ani evaluationi 

substancesi fori thei implementationi ofi thei 115i Taski Forcei performancei ini 

thei futurei ini orderi toi improvei maritimei securityi ini thei territoriali watersi ofi 

Indonesia.” 

 

Keywords:i Implementation,i 115i Taski Force,i Illegali Fishing,i Maritimei 

Security 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic 

state) terbesar di dunia yang memiliki wilayah perairan dengan luas 

6.315.222 km2, dengan garis pantai sepanjang 99.093 km dan jumlah 

pulau sebanyak 13.466 pulau serta memiliki kondisi konstelasi geografis 

yang strategis karena terletak pada posisi silang dunia di antara dua 

benua dan dua Samudra. Dengan posisi geografis tersebut menyebabkan 

laut di antara pulau-pulau menjadi alur laut yang sangat penting artinya 

bagi lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional (Marsetio, 2014). 

Konstitusi Indonesia dalam UUD NRI 1945 menyatakan bahwa 

Indonesia merupakan negara kepulauan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 

25, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 

sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan 

batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Secara 

internasional, Indonesia mendeklarasikan dan diakui sebagai negara 

kepulauan berdasarkan ratifikasi Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 

tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea 

(UNCLOS).  

Indonesia sebagai negara kepulauan berhak atas wilayah perairan 

yang luas. Luas wilayah perairan tersebut memiliki potensi kekayaan yang 

luar biasa besar, baik potensi kekayaan langsung seperti perikanan, 

minyak dan gas bumi, maupun potensi kekayaan tidak langsungseperti 

alur pelayaran, alur komunikasi laut, dan pariwisata. Potensi kekayaan 

perikanan Indonesia saja jika dikelola dengan benar dapat mencapai 31 

juta dolar AS per tahun (Badan Informasi Geospasial, 2015).  

Posisi geografis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia 

dan Pasifik, menjadikan perairan Indonesia salah satu yang terpenting di 

dunia, terlebih 80 persen luas perairan kawasan Asia Tenggara 
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merupakan perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Realitas 

geografis dan keuntungan secara geopolitik di kawasan tersebut tidak 

selalu membuat Indonesia memperoleh keuntungan secara langsung, 

khususnya pada domain maritim yang menempatkan laut sebagai satu 

instrumen utama untuk kesejahteraan rakyat, sebagai sarana transportasi 

dan kekayaan ekonomi yang dikandungnya (Buntoro, 2012). 

Menurut Dahuri, potensi kekayaan laut Indonesia jika dikelola 

dengan baik tentunya akan sangat mendongkrak perekonomian Indonesia 

dan akan berpengaruh terhadap segala lini kehidupan seperti 

kesejahteraan rakyat, kekuatan nasional, dan lain sebagainya. Sesuai 

dengan amanat UUD 1945 bahwa tujuan pembentukan pemerintah 

negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial (Nainggolan, 2015).  

Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat 

besar baik dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya. Potensi 

pelestarian sumber daya perikanan tangkap diperkirakan sebesar 6,4 juta 

ton per tahun. Namun demikian, telah terjadi ketidakseimbangan tingkat 

pemanfaatan sumber daya perikanan antarkawasan dan antarjenis 

sumber daya. Bahkan, di sebagian wilayah telah terjadi proses 

penangkapan ikan yang berlebih (over fishing), seperti di Laut Jawa dan 

Selat Malaka (Adisanjaya, 2014).  

Hingga saat ini, belum ada literatur yang secara gamblang 

memisahkan istilah keamanan maritim dan keamanan laut. Menurut 

Buntoro (2012), keamanan laut adalah mengenai keamanan ruang atau 

wilayah laut itu sendiri, sedangkan keamanan maritim mengenai 

keamanan terhadap aktivitas di ruang tersebut. Keamanan laut dan 

keamanan maritim saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain. 
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Menuruti Amerii dani Sewchucki (2007),i salahi satui ancamani utamai 

bagii keamanani maritimi ialahi ancamani terhadapi keamanani sumberi daya,i 

sepertii Illegal,i Unregulatedi andi Unreportedi Fishingi (IUUi Fishing).i Kondisii 

keamanani maritim,i dalami hali perikanani dii Indonesia,i saati inii masihi 

dianggapi rawani karenai tingginyai tingkati pelanggarani dii lauti sepertii illegali 

fishing,i illegali mining,i illegali entry,i dani illegali loggingi sertai berbagaii 

ancamani dani permasalahani laini sebagaii konsekuensii negarai yangi 

memilikii sumberi dayai alami beragam.i Hali inii memungkinkani masuknyai 

pihak-pihaki tertentui kei wilayahi perairani dani yurisdiksii Indonesiai untuki 

memanfaatkani secarai ilegali (Lemhannas,i 2015). 

Menindaklanjutii fenomenai ini,i padai tanggali 19i Oktoberi 2015i 

Presideni membuati sebuahi terobosani gunai melakukani pemberantasani 

segalai jenisi pelanggarani dii dalami bidangi penangkapani perikanani yangi 

masuki dalami kriteriai penangkapani ikani secarai ilegali (illegali fishing).i 

Presideni menandatanganii Perpresi Nomori 115i Tahuni 2015i tentangi 

Pemberantasani Penangkapani Ikani Secarai Ilegal.i Dalami perpresi tersebuti 

lahirlahi amanati untuki pembentukani Satuani Tugasi (Satgas)i 115i untuki 

memberantasi penangkapani ikani secarai ilegali yangi sekarangi masyhuri 

dikenali sebagaii Satgasi 115i gunai melaksanakani tujuani dani maksudi 

tersebuti (KKPi News,i 2016). 

Komandani ataui pimpinani utamai dalami satgasi inii adalahi Menterii 

Kelautani dani Perikanani (KKP)i Susii Pudjiastuti.i Menterii KKPi 

mengungkapkani bahwai selamai beberapai waktui kebelakang,i tindakani 

pencuriani ikani tidaki hanyai merupakani permasalahani dii sektori kelautani 

dani perikanani saja,i namuni jugai seringkalii berkaitani dengani tindaki pidanai 

lainnya.i Hali tersebuti sangati merugikani Indonesia.i Adai beberapai hali yangi 

menunjukkani bahwai kejahatani perikanani tersebuti sangati merugikan,i yaitui 

sumberi dayai lauti menjadii berkurangi karenai pencuriani secarai besar-

besarani dani merajalelai bahkani merusaki lingkungan,i selaini itui dalami skalai 

nasionali negarai dianggapi merugii karenai BBMi subsidii kerapi dipakaii untuki 

kegiatani illegali fishing.i Selaini itu,i dengani adanyai kegiatani pencuriani ikani 

tentui negarai dirugikani dengani pajaki yangi tidaki dibayar,i akibati unreportedi 



4 
 

Universitas Pertahanan 

fishing.i Semenjaki adanyai pemberantasani illegali fishing,i pertumbuhani 

ekonomii dii sektori kelautani dani perikanani meningkati menjadii 8,9i perseni 

(KKPNews,i 2016). 

Satgasi 115i sebagaii sebuahi lembagai yangi terdirii darii beberapai 

instansi,i menunjukkani raihani apresiasii darii berbagaii pihaki dani berbagaii 

mediai atasi kerjai dani ketegasani yangi ditunjukkan.i Salahi satui pujiani 

dilayangkani olehi Presideni Jokoi Widodo.i Apresiasii tersebuti disampaikani 

Presideni dalami arahannyai padai pesertai Rapati Koordinasii Nasionali 

(Rakornas)i Satgasi 115i dii Istanai Negarai padai 29i Junii 2016.i i Presideni 

menyampaikani rasai bangganyai dani memberikani apresiasii yangi tinggii atasi 

prestasi-prestasii yangi telahi dicapaii olehi Satgasi 115,i baiki dalami 

menangkapi kapal-kapali perikanani asingi ilegal,i dani jugai dalami menjagai 

sumberi dayai lauti menujui visii maritimi Indonesiai sebagaii Porosi Maritimi 

Duniai (KKPi News,i 2016). 

Dalami pertimbangani dii dalami konsiderani Perpresi No.i 115i Tahuni 

2015i disebutkani bahwai pelanggarani dani kejahatani dii bidangi perikanan,i 

khususnyai tindakani penangkapani ikani secarai ilegal,i sudahi sangati 

memprihatinkani karenai itui perlui segerai diambili langkah-langkahi tegasi dani 

terpadui olehi instansii Pemerintahi terkaiti gunai melakukani pemberantasan.i 

Selaini itu,i diperlukani upayai penegakani hukumi luari biasai yangi 

mengintegrasikani kekuatani antarlembagai Pemerintahi terkaiti dengani 

strategii yangi tepat,i memanfaatkani teknologii terkinii agari dapati berjalani 

efektifi dani efisien,i mampui menimbulkani efeki jera,i sertai mampui 

mengembalikani kerugiani negara.i Selanjutnya,i menuruti kewenangani dii 

dalami Perpresi tersebuti dinyatakani bahwai Satgasi berwenangi untuki 

membentuki dani memerintahkani unsur-unsuri Satgasi melaksanakani 

operasii penegakani hukum,i melaksanakani komandoi dani pengendaliani 

yangi meliputi:i kapal,i pesawati udara,i dani teknologii lainnyai darii Tentarai 

Nasionali Indonesiai Angkatani Laut,i Polair,i KKP,i dani Bakamla. 

Lebihi lanjut,i secarai khususi tindaki kriminali yangi meliputii Illegal,i 

Unreportedi andi Unregulatedi fishingi (IUUF)i maraki terjadii dii Indonesia.i 

Pelanggarani dilakukani dalami berbagaii modus—termasuki administrasii 
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sepertii perizinan—hinggai mencurangii catatani kegiatani penangkapani ikan.i 

Ketidaktaatani padai regulasii jugai terindikasii darii alihmuati ikani 

(transhipment)i tanpai izini dii tengahi lauti sertai penangkapani ikani dii luari jaluri 

yangi ditetapkan.i Lembagai advokasii perikanani Koalisii Rakyati untuki 

Keadilani Perikanani (KIARA)i menyebutkani evaluasii yangi dilakukani Satgasi 

115i terhadapi 1.132i kapali asingi dani eksi asing,i seluruhnyai melakukani 

pelanggaran.i Pemeriksaani jugai menemukani tindaki pidanai yangi lebihi luasi 

darii IUUFi sepertii pencuciani uang.i Selaini itu,i jugai teridentifikasii 

penyalahgunaani sumberi dayai alam,i perdagangani manusia,i hinggai 

perbudakani (KIARA,i 2016). 

 

Gambari 1.1i Datai Modusi IUUi Fishingi dii Indonesiai Tahuni 2014-2015 
Sumber:i KIARAi diolahi olehi Katadatai News 

Selaini datai yangi diungkapi olehi KIARA,i PSDKPi KKPi jugai 

mengungkapkani sejumlahi datai tindaki pidanai yangi dilakukani olehi kapali 

baiki kapali asing.i Kapali ikani asingi tersebuti berasali darii beberapai negarai 

tetanggai antarai laini Malaysia,i Thailand,i Filipina,i Vietnam,i Tiongkok,i dani 

Timori Leste. 
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Tabeli 1.1i Penanganani Kasusi Tindaki Pidanai Perikanani yangi Terjadii dii Wilayahi ZEEI 

 
(Sumber:i Direktorati Penanganani Pelanggarai Ditjeni PSDKPi KKP,i Meii 2018) 

 

Tabeli diatasi menunjukkani kapali perikanani berbenderai Vietnami 

palingi seringi ditanganii kasusnyai olehi PPNSi Perikanan,i berdasarkani datai 

darii tahuni 2015i sampaii dengani Aprili 2018i adai 151i (61i %i darii jumlahi kapali 

perikanani yangi ditangkapi dii wilayahi ZEEI)i kasusi pengkapani kapali 

perikanani berbenderai Vietnam,i diikutii olehi kapali perikanani berbenderai 

Philipinai 38i kasus,i Malaysiai dani Indonesiai 25i kasus,i Thailandi 5i kasus,i 

dani terakhiri Timori Lestei dani Tiongkoki 1i kasus. 

Secarai umum,i Indonesiai merupakani negarai kepulauani terbesari dii 

dunia,i sertai memilikii kekayaani potensii perikanani yangi sangati besar.i 

Selaini memilikii keuntungan,i dii sisii laini jugai rawani terhadapi ancamani 

kejahatani penangkapani ikani secarai ilegal.i Maraknyai pencuriani ikani yangi 

terjadii menjadii sebuahi tantangani besari sehinggai dibentuklahi Satgasi 115i 

sebagaii sebuahi lembagai khususi yangi fokusi untuki memberantasi kejahatani 

penangkapani ikani secarai ilegali dii perairani Indonesia.i Pembentukani 

Satgasi 115i yangi diharapi menjadii jalani keluari bagii permasalahani 

penangkapani ikani secarai ilegali dii Indonesiai perlui ditinjaui implementasii 

dani dampaknyai gunai memberikani evaluasii atasi penanganani 

penangkapani ikani secarai ilegali yangi terjadii dii wilayahi perairani Indonesia. 

https://1.bp.blogspot.com/-zrne0mEGUV0/WwuzCwEeuMI/AAAAAAAAGzk/xWoaOz9YKrIm5_atyyNV9r0gujBKalovwCEwYBhgL/s1600/Tabel%2B2.PNG
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1.2i  Rumusani Masalah 

Satuani Tugasi 115i yangi dibentuki melaluii Perpresi Nomori 115i Tahuni 

2015i menunjukkani keseriusannyai untuki melakukani pemberantasani 

penangkapani ikani secarai ilegal,i mengacui padai Undang-Undangi No.i 45i 

Tahuni 2009i tentangi Perikanani sehinggai dibuatlahi Peraturani 

Presiden”(Perpres)i sebagaii sebagaii payungi hukumi pelaksanaani 

pemberantasani penangkapani ikani secarai illegal,i tindakani pemberantasani 

ikani secarai illegali antarai laini melakukani penangkapani pelakui tindaki 

pidanai dani melakukani penenggelamani kapali i pelakui Penangkapani ikani 

secarai illegal.i Secarai garisi besar,i penulisi ingini mengetahuii apakahi 

kebijakani dani terobosani yangi dilakukani pemerintahi dengani membentuki 

Satuani Tugasi 115i tersebuti membawai dampaki positifi bagii pembangunani 

ekonomii maritimi kei arahi yangi lebihi baiki dani memberikani efeki jerai 

terhadapi parai pelakui penangkapani ikani secarai ilegali dii wilayahi perairani 

Indonesia.i Penelitii tertariki untuki menelitii dampaki darii kebijakani 

pembentukani Satuani Tugasi 115i dalami pemberantasani Penangkapani ikani 

secarai ilegali tersebuti melaluii data-datai konkriti yangi akani disajikani dalami 

penelitiani inii dengani pertanyaani penelitiani sebagaii berikut:” 

1. Bagaimanai Implementasii Pembentukani Satuani Tugasi 115i untuki 

memberantasi penangkapani ikani secarai illegali dii Indonesia? 

2. Bagaimanai dampaki Pembentukani Satuani Tugasi 115i dalami upayai 

meningkatkani keamanani maritimi dii Indonesia? 

 

1.3 Tujuani Penelitiani dani Signifikansii Penelitian 

Berdasarkani pertanyaani penelitiani dii atas,i penelitiani inii dilakukani 

dengani tujuani sebagaii berikut: 

1. Menganalisisi Implementasii Kebijakani pembentukani Satgasi 115i 

untuki memberantasi penangkapani ikani secarai illegali dii Indonesia. 

2. Menganalisisi Dampaki Kebijakani Penenggelamani Kapali Pelakui IUUi 

Fishingi bagii peningkatani keamanani maritimi dii Indonesia.” 

Hasili akhiri darii penelitiani diharapkani dapati digunakani sebagaii 

bahani pertimbangani dalami evaluasii kebijakani yangi sedangi dijalankani baiki 
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untuki mempertahankani kebijakani maupuni menciptakani inovasii kebijakani 

barui untuki mengurangii pelakui penangkapani ikani secarai illegali dii wilayahi 

perairani Indonesia.i Analisai dani studii dalami penelitiani inii diharapkani dapati 

disusuni suatui kerangkai berpikiri yangi komprehensifi untuki memberikani 

arahani yangi jelasi dalami penanganani kasusi penangkapani ikani secarai 

ilegali dii perairani Indonesiai dani mengetahuii seberapai pentingi potensii 

sumberi dayai perikanani Indonesiai yangi harusi dijagai sebagaimanai tujuani 

untuki terciptanyai keamanani maritimi Indonesia.”i  

 

1.4 Manfaati Penelitian 

1.4.1 Manfaati Teoritis 

a. Memberikani sumbangani pemikirani dii bidangi ilmui pertahanani dani 

kemaritimani padai umumnya,i khususnyai yangi berkaitani dengani 

kebijakani pembentukani Satgasi 115i untuki memberantasi 

penangkapani ikani secarai illegali dani dampaknyai terhadapi 

keamanani wilayahi maritimi Indonesia. 

b. Hasili penelitiani inii dapati digunakani sebagaii referensii karyai ilmiahi 

yangi dapati mengembangkani pemikiran-pemikirani barui ataui inovasii 

terkaiti keamanani maritimi Indonesiai melaluii kebijakan-kebijakani 

yangi bisai diterapkani dii Indonesiai khususnyai mengenaii 

pemberantasani penangkapani ikani secarai ilegal. 

c. Penelitiani inii merupakani pembelajarani dalami menerapkani teorii 

yangi sudahi dipelajarii penulisi sehinggai dapati menambahi 

pengetahuan,i pengalamani dani dokumentasii ilmiahi bagii pembaca,i 

sehinggai dapati menjadii wawasani barui ataupuni tambahani dalami 

ilmui pertahanani khususnyai dii bidangi maritim. 

 

 

 

1.4.2 Manfaati Praktis 

Dalami manfaati praktis,i hasili penelitiani inii diharapkani dapati 

memberikani solusii dani rekomendasii yangi dapati digunakani bagii aktori 
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terkaiti dengani keamanani maritim,i antarai laini Satgasi 115i dimanai 

didalamnyai terdirii darii KKP,i TNIi AL,i Bakamla,i Kepolisiani dani Kejaksaan.i 

Manfaati praktisi kepadai kalangani regulatori ataupuni pembuati kebijakani 

dalami hali inii pemerintahi untuki membuatani kebijakani barui sertai kajiani 

terhadapi evaluasii atasi kebijakani yangi dibuati khususnyai yangi berkaitani 

dengani Satgasi 115.i Tehadapi kalangani operatori hasili darii penelitiani inii 

dapati digunakani sebagaii kajiani dalami pembuatani strategii peningkatani 

kinerjai dani kebijakani programi kerjai pemberantasani penangkapani ikani 

secarai ilegal.i  

1.5i  Ruangi Lingkupi dani Gambarani Desaini Penelitian 

1.5.1 Ruangi Lingkupi Penelitian 

Ruangi lingkupi penelitian”inii adalahi studii keamanani maritimi dengani 

topiki kajiani Implementasii Kebijakani pembentukani Satgasi 115i untuki 

memberantasi penangkapani ikani secarai illegali yangi terjadii dii wilayahi 

perairani Indonesiai dalami meningkatkani keamanani maritimi dii Indonesia.i 

Sedangkani gambarani desaini penelitiani inii menggunakani pendekatani 

kualitatif,i dengani melakukani wawancarai terhadapi narasumberi sebagaii 

instrumeni untuki mengumpulkani datai primeri dani jugai observasii dii 

lapangan.i Selaini itui pengumpulani datai sekunderi dilakukani dengani 

mengumpulkani artikel,i jurnali dani tulisani lainnyai yangi terkaiti dengani 

penelitiani ini.i Adapuni sistematikai penulisani dalami penelitian”akani disusuni 

dengani uraiani sebagaii berikut:”i  

Babi 1 Pendahuluan 

Dalami babi inii darii limai subbabi yangi membahasi tentangi hal-hali yangi 

merupakani landasani awali darii pelaksanaani penelitian,i antarai laini terdirii 

atasi latari belakangi permasalahan,i rumusani masalah,i tujuani dani 

signifikansii penelitian,i manfaati penelitiani sertai ruangi lingkupi dani 

gambarani desaini penelitian. 

Babi 2 Kerangkai Teoretisi dani Kerangkai Pemikiran 

Dalami babi inii terbagii darii tigai subbab.i Subbabi pertamai menjelaskani 

mengenaii penggunaani teorii dani konsepi dalami ruangi lingkupi penelitiani inii 
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yangi setidaknyai memilikii konsepi dani empati teorii yangi digunakani antarai 

laini teorii kebijakan,i teorii implementasi,i konsepi keamanani maritim,i teorii 

negarai hukum,i sertai peraturan-peraturan.i Padai subbabi keduai terdapati 

berbagaii penelitiani terdahului yangi membahasi mengenaii kebijakani 

pemberantasani penangkapani ikani secarai ilegali dani subbabi ketigai 

mengenaii kerangkai pemikirani operasionali yangi menggambarkani 

operasionalisasii penelitian. 

Babi 3 Metodei Penelitian 

Dalami babi inii terbagii darii limai subbab,i pertamai mengenaii desaini 

penelitiani yangi menjelaskani polai gambarani singkati penelitiani meliputii 

sumberi data/subjek/objeki penelitiani dengani penjelasani mengenaii jenisi 

datai yangi diambili baiki primeri ataupuni sekunderi yangi termuati dalami 

penelitiani ini;i yangi keduai mengenaii subyeki penelitiani dani obyeki 

penelitian;i ketigai mengenaii Tekniki pengumpulani data;i keempati mengenaii 

Tekniki analisisi datai dani interpretasii data;i dani yangi terkahiri mengenaii 

proseduri penelitiani yangi menjelaskani bagaimanai instrumenti yangi 

digunakani dengani Tekniki pengumpulani datai dani informasi,i termasuki 

analisisi dani pengujiani keterandalani datai sertai rencanai jadwali penelitian.i 

Keterkaitani antari subbabi menjadikani babi inii menjadii suatui acuani dasari 

dalami melakukani tindakani yangi bersifati teknisi operasionali darii penelitiani 

ini. 

Babi 4 Hasili Penelitiani dani Pembahasan 

Dalami babi inii terdirii darii duai subbab,i yaitui menjelaskani tentangi gambarani 

umumi penelitiani dani pembahasani penelitiani secarai detaili terhadapi 

permasalahani dalami rumusani masalahi penelitiani yaitui untuki mengetahuii 

dampaki kebijakani pembentukani Satgasi 115i untuki memberantasi 

penangkapani ikani secarai ilegali dani pengaruhnyai terhadapi peningkatani 

keamanani maritimi dii Indonesiai sertai menganalisai tanggapani darii dalami 

dani luari negerii naiki darii pelakui industrii maupuni stakeholderi terkaiti 

berdasarkani datai yangi dipeolehi darii hasili wawancarai dii lapangani dani 

studii literatur.i i  
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Babi 5 Kesimpulani dani Saran 

Padai babi inii terdirii darii duai subbab.i Subbabi pertamai berisii mengenaii 

kesimpulani yangi berisikani jawabani darii pertanyaani penelitiani baiki utamai 

dani turunan.i Padai bagiani akhiri babi inii akani dijelaskani mengenaii kontribusii 

penelitiani dani tindaki lanjuti yangi dapati dilakukani terkaiti dengani hasili 

penelitian. 

 

1.5.2 Gambarani Desaini Penelitian 

Padai penelitiani inii menjelaskani polai gambarani singkati penelitiani yaitui 

menggunakani pendekatani kualitatifi dengani metodei deskriptifi analisis.i 

Sumberi data/subjek/objek”penelitiani dengani penjelasani mengenaii jenisi 

datai yangi diambili baiki primer”yaitui dengani melakukani wawancarai dengani 

beberapai informani terkaiti penelitiani inii ataupuni sekunderi yangi berupai datai 

dani dokumen”terkaiti yangi membahasi tentangi pembentukani Satgasi 115i 

untuki pemberantasani penangkapani ikani secarai illegali yangi termuati dalami 

penelitiani ini;i tekniki pengumpulani datai dengani observasii 

kualitatif,”wawancarai kualitatif,i dokumeni kualitatifi dani materii audioi visuali 

kualitatif.”Sertai analisisi datai melaluii tahapani reduksii data.i Penyajiani datai 

dani pengambilani kesimpulani ataui verifikasii datai dani pengujiani 

keabsahan”datai menggunakani perpanjangani keikutsertaan;i dani jadwali 

penelitian. 
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BABi 2 
KERANGKAi TEORETISi DANi KERANGKAi PEMIKIRAN 

 

2.1 Kerangkai Teoretis 

2.1.1 Teorii Implementasi  

Implementasii kebijakani bermuarai padai outputi yangi dapati berupai 

kebijakani itui sendirii ataupuni manfaati langsungi yangi dapati dirasakan.i 

Konsepi implementasii berasali darii bahasai inggrisi yaitui toi implement.i 

Dalami kamusi besari Webster,i “toi implement”i (mengimplementasikan)i 

berartii “toi providei thei meansi fori carryingi out”i (menyediakani saranai untuki 

melaksanakani sesuatu);i dani “toi givei practicali effecti to”i (untuki 

menimbulkani dampak/akibati terhadapi sesuatu)”i (Wahab,i 2004).i  

Implementasii jugai merupakani “penyediaani saranai untuki melaksanakani 

sesuatui yangi menimbulkani dampaki ataui akibati terhadapi sesuatui dani 

sesuatui tersebuti dilakukani dengani tujuani untuki menimbulkani dampaki ataui 

akibati yangi dapati berupai undang-undang,i peraturani pemerintah,i 

keputusani peradilani dani kebijakani yangi dibuati olehi lembaga-lembagai 

pemerintahi dalami kehidupani kenegaraan”.i  

Selaini Websteri Pengertiani implementasii dii atasi dijelaskani jugai olehi 

Vani Meteri dani Vani Horn,i bahwai “Implementasii adalahi tindakan-tindakani 

yangi dilakukani baiki olehi individu-individu/pejabat-pejabati ataui kelompok-

kelompoki pemerintahi ataui swastai yangi diarahkani padai tercapainyai tujuan-

tujuani yangi telahi digariskani dalami keputusani kebijakan”i (Wahab,i 2001).i 

Edwardi IIIi mengajukani pendekatani masalahi implementasii dengani terlebihi 

dahului mengemukakani duai pertanyaani pokok,i yaknii faktori apai yangi 

mendukungi keberhasilani implementasii kebijakani dani faktori apai yangi 

menghambati keberhasilani implementasii kebijakan.i Berdasarkani keduai 

pertanyaani tersebuti dirumuskani empati faktori yangi merupakani syarati 

utamai keberhasilani prosesi implementasi,i yaknii komunikasi,i sumberi daya,i 

sikapi birokrasii ataui pelaksanai dani strukturi organisasi,i termasuki tatai alirani 

kerjai birokrasi.i Empati faktori tersebuti menjadii kriteriai pentingi dalami 

implementasii suatui kebijakan.i Ditegaskani olehi Edwardi IIIi bahwai masalahi 

utamai darii administrasii publiki adalahi lacki attentioni toi implementationi 

12 
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bahwai withouti effectivei implementationi thei decisioni ofi policymakersi willi 

noti bei carriedi outi successfully.i Komunikasii berkenaani dengani bagaimanai 

kebijakani dikomunikasikani kepadai organisasii dan/ataui publik,i 

ketersediaani sumberi dayai untuki melaksanakani kebijakan,i sikap,i dani 

tanggapani darii parai pihaki yangi terlibati dani bagaimanai strukturi organisasii 

pelaksanaani kebijakan.i  

Pertama,i Komunikasi,i keberhasilani kebijakani mensyaratkani agari 

implementori mengetahuii apai yangi harusi dilakukan.i Apai yangi menjadii 

tujuani dani sasarani kebijakani (targeti group)i sehinggai akani mengurangii 

distorsii implementasi.i Apabilai tujuani dani sasarani suatui kebijakani tidaki 

jelasi ataui bahkani tidaki diketahuii samai sekalii olehi kelompoki sasaran,i makai 

kemungkinani akani terjadii resistensii darii kelompoki sasaran.i i Komunikasii 

merupakani tolaki ukuri seberapai jauhi kebijakani dalami bentuki suatui 

peraturani telahi disampaikani secarai jelasi dengani interpretasii yangi samai 

dani dapati dilakukani secarai konsisteni dengani aparati pelaksanai peraturani 

tersebut.i  

Kedua,i Sumberi daya,i walaupuni isii kebijakani sudahi 

dikomunikasikani secarai jelasi dani konsistensi,i tetapii apabilai implementori 

kekurangani sumberi dayai untuki melaksanakan,i implementasii tidaki akani 

berjalani efektif.i Sumberi dayai adalahi faktori pentingi untuki implementasii 

kebijakani agari efektif.i Tanpai sumberi daya,i kebijakani hanyai tinggali dii 

kertasi menjadii dokumeni saja.i  

Ketiga,i Disposisi,i adalahi wataki dani karakteristiki ataui sikapi yangi 

dimilikii olehi implementori sepertii komitmen,i kejujuran,i sifati demokratis.i 

Apabilai implementori memilikii disposisii yangi baik,i makai diai akani dapati 

menjalankani kebijakani dengani baiki sepertii apai yangi diinginkani olehi 

pembuati kebijakan.i  

Keempat,i Strukturi birokrasii yangi bertugasi mengimplementasikani 

kebijakani memilikii pengaruhi yangi signifikani terhadapi implementasii 

kebijakan.i Salahi satui darii aspeki strukturi yangi pentingi darii setiapi 

organisasii adalahi adanyai proseduri operasii yangi standari (standardi 

operatingi procedures)i ataui SOP.i SOPi menjadii pedomani bagii setiapi 
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implementori dalami bertindak.i Strukturi organisasii yangi terlalui panjangi akani 

cenderungi melemahkani pengawasani dani menimbulkani redi tape,i yaknii 

proseduri birokrasii yangi rumiti dani kompleks.i Inii padai gilirannyai 

menyebabkani aktivitasi organisasii tidaki fleksibeli (Juliarta,i 2009).i  

Hubungani dengani penelitiani inii adalahi untuki melihati dampaki 

implementasii kebijakani pembentukani Satgasi 115,i dilihati darii teorii yangi 

dikemukakani olehi Edwardi III,i dimanai adai empati faktori yangi merupakani 

syarati utamai keberhasilani prosesi implementasi.i Menuruti Edwardi III,i adai 

tigai hali pentingi yangi harusi diperhatikani dalami prosesi komunikasii 

kebijakani yaknii transmisi,i konsistensii dani kejelasani (clarity).i Sumberi dayai 

yangi pentingi meliputi,i kecukupani dani kualifikasii (sumberi dayai manusiai 

sebagaii pelaksanai kebijakan,i dimanai sumberi dayai manusiai tersebuti 

memilikii jumlahi yangi cukupi dani memenuhii kualifikasii untuki melaksanakani 

kebijakan),i kewenangani (kewenangani dalami sumberi dayai adalahi 

kewenangani yangi dimilikii olehi sumberi dayai manusiai dalami melaksanakani 

suatui kebijakani yangi ditetapkan),i informasii (Informasii untuki melaksanakani 

kebijakani disinii adalahi segalai keterangani dalami bentuki tulisani ataui pesan,i 

pedoman,i petunjuki dani tatai carai pelaksanaani yangi bertujuani untuki 

melaksanakani kebijakani tersebut)i sertai saranai dani prasaranai (semuai 

saranai dani prasaranai yangi tersediai demii terselenggaranyai pelaksanaani 

suatui kebijakani dani dipergunakani untuki mendukungi secarai langsung). 

Mengenaii Disposisi,i ketikai implementori memilikii sifati ataui perspektifi 

yangi berbedai dengani pembuati kebijakan,i makai prosesi implementasii 

kebijakani jugai menjadii tidaki efektif.i SOPi mungkini mengahalangii 

implementasii kebijakani barui yangi membutuhkani cara-carai kerjai ataui tipe-

tipei personili barui untuki melaksanakani kebijakan.i Semakini besari kebijakani 

membutuhkani perubahani dalami carai lazimi darii suatui organisasi,i semakini 

besari pulai SOPi menghambati implementasi.i Namuni SOPi jugai memilikii 

manfaati dimanai organisasii dengani proseduri perencanaani yangi baiki dani 

controli yangi sejalani dengani programi yangi memungkinkan,i akani lebihi 

dapati menyesuaikani dengani tanggungi jawabi yangi barui daripadai birokrasii 

tanpai mempunyaii cirii tersebut.i Melaluii keempati faktori diatas,i penelitii akani 
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melihati kondisii dii lapangani terkaiti dengani komunikasii yangi sudahi berjalani 

dalami pelaksanaani kebijakani pembentukani Satgasi 115i untuki 

pemberantasani penangkapani ikani secarai illegali dilihati darii Sumberi dayai 

yangi adai dani bagaimanai pelaksanaani operasii sesuaii dengani SOPi 

sehinggai dapati diketahuii faktor-faktori yangi menghambati maupuni yangi 

mendukungi implementasi. 

 

2.1.2 Teorii Negarai Hukum 

Indonesiai sebagaii negarai hukumi disebutkani dalami Pasali 1i ayati (3)i 

Undang-Undangi Dasari (UUD)i 1945i yangi berbunyii “Negarai Indonesiai 

adalahi Negarai hukum”.i Ketentuani dalami pasali tersebuti adalahi Landasani 

Konstitusional,i yaknii Indonesiai adalahi negarai yangi berdasarkani atasi 

hukumi dani hukumi ditempatkani sebagaii satu-satunyai aturani yangi 

mengaturi kehidupani berbangsai dani bernegarai dii Indonesiai (Supremacyi ofi 

Law).i Dalami Teorii Negarai Hukum,i penulisi mengaitkani banyaki peraturani 

yangi mengaturi mengenaii kejahatani dii laut.i  

Menuruti Undang-Undangi Nomori 43i Tahuni 2008i tentangi Wilayahi 

Negara,i wilayahi negarai Indonesiai adalahi satui darii unsuri negarai yangi 

merupakani satui kesatuani wilayahi daratan,i perairani pedalaman,i perairani 

kepulauani dani lauti terioriali besertai dasari lauti dani tanahi dibawahnya,i sertai 

ruangi udarai diatasnyai termasuki seluruhi sumberi kekayaani yangi 

terkandungi didalamnya.i Dalami UUi No.i 43i Tahuni 2008i tentangi wilayahi 

Negarai inii jugai mengacui padai UNCLOSi 1982i yakni: 

1. Pasali 33i ayati (2)i UNCLOSi 1982i mengenaii Contiguousi Zone/Zonai 

Tambahan.i Aturani Zonai Tambahani inii tertulisi dalami Pasali 1i ayati 

(7)i UUi No.i 43i Tahuni 2008i tentangi Wilayahi Negarai yangi berbunyi: 

“Zonai Tambahani Indonesiai adalahi zonai yangi lebarnyai tidaki 

melebihii 24i mili lauti yangi diukuri darii garisi pangkali darii manai lebari 

lauti territoriali diukur”; 

2. Pasali 57i UNCLOSi 1982i mengenaii EEZ/Zonai Ekonomii Eksklusif.i 

Aturani Zonai Ekonomii Eksklusifi inii tertulisi dalami Pasali 1i ayati (8)i UUi 

No.i 43i Tahuni 2008i tentangi Wilayahi Negarai yangi berbunyi:i  
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“Zonai Ekonomii Ekslusifi Indonesiai adalahi suatui areai diluari dani 

berdampingani dengani lauti territoriali Indonesiai dengani batasi terluari 

200i mili lauti darii garisi pangkali darimanai lebari lauti territoriali diukur” 

3. Pasali 76i ayati (4)i sampaii ayati (6)i UNCLOSi 1982i mengenaii 

Continentali Shelf/Landasi Kontinen.i Aturani Landasi Kontineni inii 

tertulisi dalami Pasali 1i ayati (9)i UUi No.i 43i Tahuni 2008i tentangi 

Wilayahi Negarai yangi berbunyi:i  

“Landasi Kontineni Indonesiai adalahi meliputii dasari lauti dani tanahi 

dibawahnyai darii areai dibawahi permukaani lauti yangi terletaki diluari 

lauti territorial,i sepanjangi kelanjutani alamiahi wilayahi daratani hinggai 

pinggirani lauti tepii kontineni tidaki mencapaii jaraki tersebut,i hinggai 

palingi jauhi 350i mili lauti sampaii dengani jaraki 100i mili lauti darii garisi 

kedalamani 2500i meter”. 

Sebelumi UNCLOSi dii tetapkani padai tahuni 1982,i Indonesiai telahi 

membuati Undang-Undangi tentangi Landasi Kontineni yaknii UUi No.i 1i Tahuni 

1973.i Dalami Pasali 1i bagiani (a)i menyangkuti tentangi landasi kontineni 

Indonesiai menyebutkani bahwai yangi dimaksudi dengani landasi kontineni 

Indonesiai adalahi dasari lauti dani tanahi dii bawahnyai dii luari perairani wilayahi 

Republiki Indonesiai sebagaimanai diaturi dii dalami Undang-Undangi No.i 

4/Prp/1960i sampaii kedalamani 200i meteri ataui lebihi dimanai masihi mungkini 

diselenggarakani ekplirasii dani eksploitasii kekayaani alam.i  

Pasali 4i UUi Noi 6i Tahuni 1996i tentangi Perairani Indonesiai berbunyi: 

“Kedaulatani Negarai Republiki Indonesiai dii Perairani Indonesiai meliputii lauti 

territorial,i perairani kepulauani dani perairani pedalamani sertai ruangi udarai dii 

atasi lauti territorial,i perairani kepulauani dani perairani pedalamani sertai dasari 

lauti dani tanahi dibawahnyai termasuki sumberi kekayaani alami yangi 

terkandungi dii dalamnya” 

Dalami Pasali 13i UUi No.i 5i Tahuni 1983i tentangi Zonai Ekonomii 

Ekslusifi yangi berbunyi: 

“Dalami rangkai melaksanakani haki berdaulat,i hak-haki lain,i yurisdiksii dani 

kewajiban-kewajibani sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 4i ayati (1),i 

aparaturi penegaki hukumi Republiki Indonesiai yangi berwenang,i dapati 
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mengambili tindakan-tindakani penegakkani hukumi sesuaii dengani Undang-

Undangi No.i 8i Tahuni 1981i tentangi Kitabi Undang-Undangi Hukumi Acarai 

Pidanai (KUHAP)i dengani pengecualiani sebagaii berikut: 

(a) Penangkapani terhadapi kapali dan/ataui orang-orangi yangi didugai 

melakukani pelanggarani dii Zonai Ekonomii Eksklusifi Indonesiai 

meliputii tindakani penghentiani kapali sampaii dengani diserahkannyai 

kapali dan/ataui orang-orangi tersebuti dii pelabuhani dimanai perkarai 

tersebuti dapati diprosesi lebihi lanjut; 

(b) Penyerahani kapali dan/ataui orang-orangi tersebuti harusi dilakukani 

secepati mungkini dani tidaki bolehi melebihii jangkai waktui 7i (tujuh)i 

hari,i kecualii apabilai terdapati keadaani forcei majeure; 

(c) Untuki kepentingani penahanan,i tindaki pidanai yangi diaturi dalami 

pasali 16i dani Pasali 17i termasuki dalami golongani tindaki pidanai 

sebagaimanai dimaksudi dalami pasali 21i ayati (4)i hurufi bi UUi Nomori 8i 

Tahuni 1981i tentangi KUHAP.” 

Dalami Pasali 14i UUi No.i 5i Tahuni 1983i tentangi Zonai Ekonomii 

Ekslusifi yangi berbunyi:” 

(1) Aparaturi penegaki hukumi dii bidangi penyidikani dii Zonai Ekonomii 

Eksklusifi Indonesiai adalahi Perwirai Tentarai Nasionali Indonesiai 

Angkatani Lauti yangi ditunjuki olehi Panglimai Angkatani Bersenjatai 

Republiki Indonesia. 

(2) Penuntuti umumi adalahi jaksai padai pengadilani negerii sebagaimanai 

dimaksudi dalami ayati (3). 

(3) Pengadilani yangi berwenangi mengadilii pelanggarani terhadapi 

ketentuani undang-undangi inii adalahi pengadilani negerii yangi daerahi 

hukumnyai meliputii pelabuhani dimanai dilakukani penahanani 

terhadapi kapali dan/ataui orang-orangi sebagaimanai dimaksudi dalami 

Pasali 13i hurufi a.” 

 

2.1.3 Perundang-undangan 

a. Undang-Undangi Nomori 45i Tahuni 2009i tentangi perubahani atasi 

Undang-Undangi Nomori 31i Tahuni 2004i tentangi Perikanan 
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Dalami Pasali 69i ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 45i Tahuni 2009i 

tentangi Perikanani menyebutkan: 

“Kapali pengawasi perikanani berfungsii melaksanakani pengawasani 

dani penegakani hukumi dii bidangi perikanani dalami wilayahi pengelolaani 

perikaani Negarai Republiki Indonesia”. 

Dalami Pasali 69i ayati (4)i Undang-Undangi Nomori 45i Tahuni 2009i 

tentangi Perikanani menyebutkan: 

“Dalami melaksanakani fungsii sebagaimanai dimaksudi padai ayati (1)i 

penyidiki dan/ataui pengawasi perikanani dapati melakukani tindakani khususi 

berupai pembakarani dan/ataui penenggelamani kapali perikanani yangi 

berbenderai asingi berdasarkani buktii permulaani yangi cukup”. 

Hali yangi perlui diperhatikani mengenaii penenggelamani kapali inii 

adalahi penenggelamani yangi dilakukani sewenang-wenangi dani harusi 

berdasarkani buktii permulaani yangi cukup.i Yangi dimaksudi buktii permulaani 

yangi cukupi adalahi buktii permulaani untuki mendugai adanyai tindaki pidanai 

dii bidangi perikanani olehi kapali perikanan,i misalnyai kapali perikanani 

berbenderai asingi yangi tidaki memilikii Surati Izini Penangkapani Ikani (SIPI)i 

dani Surati Izini Kapali Pengangkuti Ikani (SIKPI)i dani dengani nyatai 

menangkapi dan/ataui mengangkuti ikani dii Wilayahi Pengelolaani Perikanani 

(WPP)i Negarai Republiki Indonesia.i Ketentuani inii menunjukkani bahwai 

tindakani khususi tersebuti tidaki dapati dilakukani dengani sewenang-wenang,i 

tetapii hanyai dilakukani apabilai penyidiki dan/ataui pengawasi perikanani 

yakini bahwai kapali tersebuti betul-betuli melakukani tindaki pidanai dii bidangi 

perikanan.i Demikiani yangi dijelaskani dalami Penjelasani Pasali 69i ayati (4)i 

UUi Perikanan.i Penggunaani Pasali 69i ayati (4)i inii Ketuai Pengadilani Negerii 

tidaki mempunyaii kewenangani untuki memberikani persetujuani 

sebagaimanai ditegaskani dalami Surati Ederani Mahkamahi Agungi Nomori 1i 

Tahuni 2015i tentangi Barangi Buktii Kapali Dalami Perkarai Pidanai Perikanan. 

Adai beberapai syarati yangi harusi dipenuhii ketikai akani dilakukani 

tindakani khususi tersebut.i Syarati itui meliputi: 

Pertama,i syarati subjektifi yaitui kapali melakukani manuveri yangi 

membahayakani nakhodai besertai parai ABKi melakukani perlawanani tindaki 
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kekerasan.i Kedua,i syarati objektifi yangi terdirii darii syarati kumulatifi yaitui 

kapali berbenderai asingi dengani semuai ABKi asing,i tempati kejadiani dii 

wilayahi pengelolaani perikanani Indonesia,i tidaki mempunyaii dokumeni 

apapuni darii pemerintahi Indonesia,i dilaksanakani dengani prinsipi kehati-

hatiani dani atasi perintahi pimpinan.i Ketiga,i syarati alternatifi yaitui kapali tuai 

didukungi dengani faktai surati dan/atautidaki memilikii nilaii ekonomisi yangi 

tinggi,i kapali tidaki memungkinkani untuki dibawai kei pangkalani karenai kapali 

mudahi rusaki ataui membahayakan,i biayai penarikani kapali tersebuti terlalui 

tinggi,i kapali perikanani mengangkuti barangi yangi mengandungi wabahi 

penyakiti menulari ataui bahani beracuni dani berbahaya.i  

Sebelumi dilakukani tindakani khusus,i petugasi harusi terlebihi dahului 

melakukani evakuasii ABK,i menginventarisasii semuai perlengkapani dani 

peralatani kapal,i mengambili dokumentasi,i menyisihkani ikani sebagaii 

barangi bukti,i sertai membuati beritai acara.i Hali inii diaturi dalami Standari 

Operasionali Proseduri (SOP)i Penanganani Tindaki Pidanai Perikanani yangi 

merupakani lampirani tidaki terpisahkani darii Piagami Kesepakatani Bersamai 

Antarai Kementeriani Kelautani dani Perikanani RIi dengani Kepolisiani Negarai 

Republiki Indonesiai (POLRI)i dani Tentarai Nasionali Indonesiai Angkatani 

Lauti (TNIi AL). 

Dalami Pasali 66Ci ayati (1)i hurufi Ki Undang-Undangi Nomori 45i Tahuni 

2009i tentangi Perikanani menyebutkan: 

“melakukani tindakani khususi terhadapi kapali perikanani yangi 

berusahai melarikani dirii dan/ataui melawani dan/ataui membahayakani 

keselamatani kapali pengawasi perikanani dan/ataui awaki kapali perikanan”.i  

Dalami ketentuani inii dapati disimpulkani bahwai tidaki diperlukani jugai 

persetujuani Ketuai Pengadilani Negeri.i Pasali inii jugai merujuki padai 

ketentuani UNCLOSi Articlei 111i tentangi pengejarani seketikai (righti ofi hoti 

pursuit)i dapati dilakukani apabilai pihaki yangi berwenangi darii negarai pantaii 

mempunyaii alasani cukupi untuki mengirai bahwai kapali tersebuti telahi 

melanggari peraturani perundang-undangan. 
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Teknisi hukumi dalami kegiatani penenggelamani kapali dalami Pasali 

76Ai Undang-Undangi Nomori 45i Tahuni 2009i tentangi Perikanani 

menyebutkan: 

“Bendai dan/ataui alati yangi digunakani dalami dan/ataui yangi 

dihasilkani darii tindaki pidanai perikanani dapati dirampasi untuki negarai ataui 

dimusnahkani setelahi mendapati persetujuani Ketuai Pengadilani Negeri”. 

Dalami hali inii Kapali Perikanani yangi terlibati tindaki pidanai perikanani 

yangi telahi disitai olehi penyidiki secarai sahi menuruti hukumi dani dijadikani 

barangi buktii makai apabilai hendaki dimusnahkani ataui dilelang,i penyidiki 

harusi memintai persetujuani Ketuai Pengadilani Negerii setempat.i Apabilai 

perkarai telahi dilimpahkani kei Pengadilani Tingkati Pertama,i Bandingi dani 

Kasasii makai persetujuani pemusnahani diterbitkani olehi Ketuai yangi 

bersangkutan,i namuni apabilai perkarai telahi dilimpahkani kepadai majelis,i 

makai persetujuani pemusnahani diterbitkani olehi Majelisi Hakimi yangi 

bersangkutan. 

Dalami hali perkarai telahi dilimpahkani kepadai Jaksai Penuntuti Umumi 

ataui perkarai telahi berkekuatani hukumi ataui tetapi makai yangi berwenangi 

melaksanakani pemusnahani adalahi pihaki Kejaksaan,i namuni dalami 

prakteknyai dii lapangani pihaki laini misalnyai Kementeriani Kelautani dani 

Perikanani dapati mengajukani usulani untuki melaksanakani peneggelamani 

dengani menyertakani beberapai alasan,i misalnyai kapali perikanani lekasi 

rusaki ataui membahayakan. 

 

b. Peraturani Menterii Kelautani dani Perikanani Republiki Indonesiai No.i 

8i Tahuni 2016i tentangi Rencanai Kerjai Kementeriani Kelautani dani 

Perikanani Tahuni 2016 

Dalami Lampirani Ii Ai (Prioritasi Rencanai Kerjai Kementeriani Kelautani 

dani Perikanani Tahuni 2016),i arahi kebijakani dani prioritasi pembangunani 

kelautani dani perikanani tahuni 2016,i dalami bagiani ‘a’i yaitu:i Membanguni 

kedaulatani yangi mampui menopangi kemandiriani ekonomii dalami 

pengelolaani sumberi dayai kelautani dani perikanan,i yangi dilaksanakani 

dengani memberantasi IUUi Fishingi poini a,i bi dani c,i yaitu: 
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a) Penguatani Satuani Tugasi Pemberantasani IUUi Fishingi sebagaii 

tindaki lanjuti Peraturani Presideni Nomori 115i Tahuni 2015i tentangi 

Satuani Tugasi Pemberantasani Penangkapani Ikani secarai Ilegali 

(Illegali Fishing).i Satuani Tugasi (Satgas)i tersebuti bertugasi 

mengembangkani dani melaksanakani operasii penegakani hukumi 

dalami upayai pemberantasani penangkapani ikani secarai ilegali dii 

wilayahi lauti yurisdiksii Indonesiai secarai efektifi dani efisieni dengani 

mengoptimalkani pemanfaatani personili dani peralatani operasii 

meliputii kapal,i pesawati udara,i dani teknologii lainnyai yangi dimilikii 

olehi KKP,i TNIi AL,i POLRI,i Kejaksaani Agung,i Badani Keamanani 

Laut,i Satuani Kerjai Khususi Pelaksanai Kegiatani Usahai Hului Minyaki 

dani Gasi Bumi,i PTi Pertamina,i dani institusii lainnya; 

b) Penenggelamani kapali yangi melakukani Illegali Fishing; 

c) Penyidikani dani penanganani tindaki pidanai kelautani dani perikanani 

bertujuani untuki menegakkani hukumi atasi pelanggarani dii bidangi 

kelautani dani perikanani disampingi memberikani efeki jera. 

Satuani Tugasi Pemberantasani Penangkapani Ikani Secarai Ilegali 

(Satgasi 115)i dinilaii telahi melakukani terobosani penegakani hukumi dengani 

menerapkani pendekatani "multidoor"i (multi-rezim)i dalami penanganani 

kasusi tindaki pidanai perikanan.i Dalami menerapkani multidoor,i parai 

penyidiki Satgasi 115i tidaki hanyai menggunakani UUi Perikanani tetapii jugai 

UUi Pelayaran,i KUHP,i UUi Karantinai Ikan,i UUi Tindaki Pidanai 

Perdangangani Orang,i UUi Ketenagakerjaan,i dani UUi Administrasii 

Kependudukan.i Selaini itu,i Satgasi 115i tidaki hanyai mengejari pelakui dii 

lapangani sepertii nakhoda/fishingi master,i tetapii jugai menjerati korporasii 

sebagaii pelakui tindaki pidanai ataui melaluii mekanismei legali yangi disebuti 

sebagaii "corporatei criminali liability".i Sebelumnya,i upayai penegakani tindaki 

pidanai perikanani sepertii aktivitasi pencuriani ikani dii kawasani perairani 

Indonesiai perlui diselaraskani agari penindakani tersebuti jugai bisai 

bermanfaati bagii penerimaani kasi negarai (Kuliahi Umumi Unhani 2i Agustusi 

2017). 
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2.1.4 Konsepi Penangkapani Ikani Secarai Ilegali (Illegali Fishing) 

Posisii geografisi kitai membuati Indonesiai sangati kayai akani 

kehidupani hayatii baiki dilauti maupuni dii darat,i dengani perbandingani lauti 

dani daratnyai 2:3i yangi terletaki dii antarai duai samuderai besari yangi menjadii 

lalui lintasi perdagangani lauti dunia,i menjadikani negarai kitai menjadii incarani 

negarai tetanggai yangi berbatasani langsungi dengani wilayahi darati dani laut,i 

yangi relatifi lebihi makmuri dani lebihi majui dibandingkani dengani negarai kita. 

Dengani begitui besarnyai produksii lauti Indonesiai tersebuti masihi adai 

jugai orangi ataui pihak-pihaki yangi tidaki bertanggungi jawabi dalami 

mengambili hasili lauti Indonesiai inii secarai illegal,i yangi biasai disebuti dengani 

illegali fishingi dilakukani olehi orangi asingi ataui puni olehi wargai negarai 

Indonesiai sendirii dengani berbagaii carai yangi tidaki sesuaii dengani Undang-i 

Undangi Nomori 31i Tahuni 2004i jo.i Undang-Undangi Nomori 45i Tahuni 2009i 

tentangi Perikanani sebagaimanai dalami pasali 8i yakni: 

“Setiapi orangi dilarangi melakukani penangkapani ikani dan/ataui 

pembudidayaani ikani dengani menggunakani bahani kimia,i bahani 

biologis,i bahani peledak,i alati dan/ataui cara,i dan/ataui banguanani 

yangi dapati merugikani dan/ataui membahayakani kelestariani sumberi 

dayai ikani dani atau/lingkungannyai dii wilayahi pengelolaani perikanani 

Republiki Indonesia” 

Pengelolaani perikanani adalahi prosesi yangi kompleksi sertai 

memerlukani integrasii sumberi dayai biologii dani ekologii dengani faktor-faktori 

sosiali ekonomii dani kelembagaani yangi sangati berpengaruhi terhadapi 

perilakui dii sektori perikanani dani kelautani maupuni pemerintahani sebagaii 

pengambili kebijakan.i Tujuani pengelolaani perikanani adalahi agari 

kelestariani sumberi dayai perikanani tetapi terjagai dani dapati dimanfaatkani 

olehi masyarakati luasi baiki itui untuki saati inii ataupuni yangi akani datang.i 

Pengaturani pengelolaani sektori perikanani telahi dilakukani pemerintahi baiki 

secarai konvensionali maupuni dengani inovasii kebijakan.i Pengaturani 

secarai konvensionali diantaranyai pembatasani penangkapani ikan,i 

meningkatkani pemijahani ikani dani membatasii alati tangkapi ikani (Sularso,i 

2009). 



23 
 

Universitas Pertahanan 

Fishingi dani segalai aktifitasi yangi berhubungani dengani perikanani 

(packing,i transport,i retailing)i yangi merupakani kegiatani pentingi dii sektori 

kelautan,i baiki itui skalai domestiki ataupuni secarai global.i Sektori perikanani 

merupakani salahi satui sumberi matai pencahariani dii negara-negarai pantaii 

terutamai padai negarai berkembangi sepertii Indonesiai yangi luasi lautnyai 

lebihi besari darii luasi daratan.i Sektori perikanani tersebuti terbuktii mampui 

mendongkraki perekonomiani masyarakati dani menghidupii ribuani bahkani 

jutaani orangi (Ikhtiari,i 2011). 

Menuruti Ikhtiarii (2011)i dikatakani bahwai makini dinamisnyai potensii 

ancamani keamanani non-tradisionali yangi bersumberi darii laut,i dalami hali inii 

adalahi Illegal,i Unreported,i Unregulatedi (IUU)i Fishingi yangi merupakani 

salahi satui isui globali dani seringi terjadii hampiri dii seluruhi perairani dii dunia,i 

baiki itui perairani internasionali hinggai zonai ekonomii eksklusifi (ZEE),i 

perairani pedalaman,i perairani teritorial,i zonai tambahani dani perairani 

kepulauani adalahi bagiani darii perairani suatui negarai yangi tunduki padai 

kedaulatani negara. 

Menuruti dokumeni IPOA-IUUi yangi diprakarsaii olehi Foodi andi 

Agruculturei Organizationi (FAO)i menyatakani bahwai Illegali Fishingi adalahi 

kegiatani yang: 

1. Dilaksanakani olehi kapal-kapali nasionali dani asingi dalami wilayahi 

yurisdiksii negarai tanpai izin,i ataui bertentangani dengani peraturani 

perundang-undangani negarai tersebut; 

2. Dilaksanakani olehi kapali yangi mengibarkani benderai negarai 

anggotai organisasii perikanani regionali tetapii bertentangani 

dengani prinsipi konservasii dani pengelolaani yangi diterapkani olehi 

organisasii tersebut,i dimanai negarai benderai itui terikati ataui 

bertentangani dengani prinsip-prinsipi yangi dilaksanakani olehi 

suatui hukumi internasional; 

3. Bertentangani dengani hukumi nasionali dani kewajibani 

internasional,i termasuki yangi dilaksanakani olehi negara-negarai 

yangi bekerjai samai dengani organisasii regional. 

Unreportedi fishingi adalahi kegiatani penangkapani ikani yang: 



24 
 

Universitas Pertahanan 

1. Tidaki dilaporkan,i ataui laporannyai salah,i kepadai instansii yangi 

berwenangi dani bertentangani dengani peraturani perundang-

undangan; 

2. Dilaksanakani dii daerahi pengelolaani organisasii perikanani 

regionali yangi tidaki dilaporkani ataui laporani salahi dani 

bertentangani dengani proseduri pelaporani organisasii tersebut. 

Pelakui Illegali Fishingi bilai dilihati darii perspektifi operasionali 

penangkapani dapati dikelompokani menjadii duai yaitu,i kapal-kapali asingi 

ataui eksi kapali asingi dani kapal-kapali aslii Indonesia.i Pengelompokani inii 

berdasarkani padai perbedaani dalami teknologii alati tangkap,i kapasitasi 

penangkapani (GT,i mesini kapal,i jaring)i sertai perilakui nelayani pengawaki 

kapali tersebut.i Kapali ikani asingi dani kapali eksi asingi biasanyai beradai padai 

kisarani 100i GTi kei atasi dani beroperasii dengani carai berkelompoki (minimali 

5i buahi kapal),i salahi satui kapali sebagaii kapali komandoi yangi memilikii 

teknologii komunikasii yangi canggih,i biasanyai adai kapali pengangkuti ikani 

yangi berfungsii sebagaii penampungi ikani untuki transhipmenti dii lauti dani 

dibawai langsungi kei negarai asali dani berfungsii pulai sebagaii dukungani 

logistiki sepertii bahani makanan,i sukui cadangi dani jaringi cadangani 

(Sularso,i 2009). 

Menuruti Sularsoi (2009)i bahwai berdasarkani hasili pelacakani Vesseli 

Monitoringi Systemi (VMS)i terdapati modusi darii kapal-kapali eksi asingi yangi 

menyalahii zonai tangkapani dani melakukani transhipmenti ikani dilaut.i 

Sedangkani kapal-kapali Indonesiai pelanggarannyai berupai zonai tangkapani 

ikan,i pelanggarani alati tangkap,i pelanggarani perizinani (tidaki dilengkapii 

SIPI,i SIKPI),i penggunaani bahani peledaki (bomi ikan),i pemalsuani dokumeni 

kapal.i Kegiatani Illegali Fishingi dilihati darii perspektifi yangi lebihi luasi dapati 

dikategorikani sebagaii berikut: 

a. Merupakani kejahatani lintasi negarai terorganisasii (transi nationali 

crime); 

b. Mengganggui kedaulatani negara; 

c. Mematikani industrii pengolahani ikani dalami negeri; 
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d. Merusaki kelestariani sumberi dayai ikani karenai intensitasi Illegali 

Fishingi menyebabkani overfishingi dani overcapacity. 

 
2.1.5 Konsep Keamanan Maritim  

Menurut Buzan (2009) dalam konsep keamanan terdapat 

sekuritisasi (securitization), bahwa setiap isu dapat dianggap sebagai isu 

keamanan, terutama jika isu tersebut diupayakan untuk diterima oleh 

masyarakat sebagai sesuatu yang mengancam kondisi keamanan 

mereka. Dengan kata lain, isu-isu yang sebenarnya bukan isu keamanan 

dapat menjadi isu keamanan jika terdapat unsur-unsur yang berkaitan 

dengan ancaman terhadap objek-objek tertentu. Dengan begitu dapat 

diketahui bagaimana menghadapi isu-isu tersebut yang dapat 

mempengaruhi kedaulatan dan integritas negara, baik ancaman dari luar 

maupun dari dalam. Buzan memberikan metode terhadap keamanan 

baru, dimana keamanan tidak saja dipahami sebagai bagian dari sektor 

militer, akan tetapi sebagai bagian dari politik yang dilihat melalui 

reference to existential threats dan sektor lainnya dapat memberikan 

respon nya terhadap isu yang dihadapi.  

Agenda security saat ini menghadapi beberapa bidang kehidupan, 

diantaranya environmental, economic, social dan political as well as 

military antara satu dengan lainnya saling bersinggungan. Setiap sektor 

memiliki reference object yang berbeda-beda pula. Sehingga cara 

penanganannya pun menggunakan metode pendekatan yang berbeda 

pula meskipun terkadang memiliki keterkaitan antara setiap sektor. 

Reference Object adalah segala sesuatu yang dipandang dalam keadaan 

terancam dan dianggap sah untuk diselamatkan dari segala macam 

bentuk ancaman (Buzan, 2009). Melihat karakteristik lingkungan, 

keamanan laut memiliki cakupan pengertian upaya penegakan kedaulatan 

dan penegakan hukum di laut secara bersama-sama. Dalam penegakan 

hukum di laut dikenal dengan istilah konstabulari (constabulary), yang 

pada hakekatnya digunakan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan 

nasional dengan berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional. 
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Sampai dengan saat ini, belum dapat ditentukan definisi dari 

keamanan maritim secara universal. Hal tersebut disebabkan masih 

terdapatnya perbedaan pandangan setiap pemerintah, institusi dan 

individu (aktor) dalam negara dalam menyikapi setiap permasalahan 

dalam konteks keamanan maritim yang didasari pula pada perbedaan 

kepentingan pada setiap pihak. Pemahaman Keamanan maritim dan 

pelaksanaannya di dalam kebijakan nasional oleh suatu negara sangat 

ditentukan oleh mazhab keamanan nasional yang dianut negara tersebut, 

karena keamanan maritim merupakan salah satu bagian dari keamanan 

nasional (Octavian, 2014).   

Oleh karena itu dapat dikatakan secara umum bahwa keamanan 

maritim meliputi persoalan atau permasalahan-permasalahan keamanan 

ekonomi, politik, lingkungan, sosial dan penegakan hukum. Sejalan 

dengan itu Buzan (2009) menyatakan bahwa dalam analisa studi 

keamanan perlunya membahas dalam tinjauan aspek sosiologi.  

Dalam konsep keamanan maritim ini, peneliti mengaitkan 

pelanggaran dengan tindakan penangkapan ikan secara ilegal (illegal 

fishing) yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia dengan meninjau 

dari kebijakan pembentukan Satgas 115 untuk memberantas penangkpan 

ikan secara ilegal yang dibentuk oleh presiden dan melibatkan beberapa 

lembaga sebagai unsur pembentuknya dengan melihat dampak dari 

kebijakan tersebut. 

 

 

 

 

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang dinilai berhubungan dan relevan 

dengan penelitian yang akan dikerjakan oleh penulis, antara lain sebagai 

berikut: 

1.  Ikhtiari (2011) melakukan penelitian Strategi Keamanan Maritim 

Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security, 
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Studi Kasus: Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010. Rumusan 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana 

kebijakan keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman 

Non-Traditional Security (Illegal Fishing) di perairan Indonesia. Hasil 

dari penelitian ini adalah adanya lembaga-lembaga yang bertanggung 

jawab atas pengamanan dan pengelolaan laut, ternyata tidak 

menjamin berkurangnya aktifitas ancaman laut, karena adanya 

perbedaan dalam koordinasi peran dan tugas pokok masing-masing 

yang kurang jelas, dalam mengatasi keamanan laut Indonesia serta 

pembangunan ekonomi berbasis maritim, dibutuhkan penegakan 

hukum yang efektif dan efisien dalam mengatasi isu tersebut secara 

tegas, dan tepat. Perbedaan dalam penelitian ini dengan yang akan 

penulis teliti adalah mengenai strategi maritim yang harus dilakukan 

berkaitan dengan multi agent single task di Indonesia, sedangkan 

dalam penelitian peneliti menulis mengenai Implementasi kebijakan 

pembentukan Satgas 115 untuk memberantas penangkapan ikan 

secara ilegal di mana di dalam nya akan melihat implementasi kebijak 

pembentukan lembaga dan efektifitasnya dalam memberantas 

penangkapan ikan secara ilegal yang melibatkan beberapa lembaga 

sebagai unsur-unsur satgas. 

2. Djanieb (2014) melakukan penelitian tentang Sinergitas Patroli 

Keamanan Laut TNI AL dan Polri pada penanganan Tindak Pidana di 

Teluk Jakarta dalam rangka pembuatan tesis. Rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah sinergitas fungsi patroli keamanan 

laut TNI AL dan Polair POLRI dalam penanganan perkara kejahatan di 

laut di wilayah perairan Teluk Jakarta dalam perspektif keamanan 

nasional. Hasil dari penelitian ini adalah belum optimalnya sinergitas 

antara pemangku kepentingan keamanan di laut, yaitu TNI dan Polri. 

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mencari 

hal yang efektif untuk menangani ancaman di laut. Perbedaan dalam 

penelitian yang Djanieb teliti dengan yang akan penulis teliti terletak 

pada subjek yang akan diteliti, di mana penulis menitikberatkan 
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penelitian pada institusi Satgas 115 yang didalam nya mencakup 

peran beberapa lembaga baik sipil maupun militer untuk menangani 

ancaman khususnya Illegal Fishing, sedangkan penelitian ini 

menitikberatkan pada sinergitas institusi TNI AL dan Polri. 

3. Nurawaluddin (2017) melakukan penelitian Sinergitas TNI AL dan KKP 

Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Dalam 

Mengatasi Tindak Pidana di Laut. Rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah tentang sinergitas yang dilakukan TNI AL 

dan KKP dalam memaksimalkan peran Pokmaswas dalam mengatasi 

tindak pidana di laut dan upaya pemberdayaan Pokmaswas oleh TNI 

AL dan KKP dalam mengatasi tindak pidana di laut. Hasil penelitian ini 

adalah TNI AL dan KKP mempunyai kesamaan obyek pembinaan 

masyarakat pesisir. Dengan adanya kesamaan obyek pembinaan 

antara TNI AL dan KKP maka perlu adanya sinergitas dalam 

pemberdayaan POKMASWAS untuk mengatasi tindak pidana di laut 

khususnya IUU Fishing. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

Nurawaluddin adalah subyek dan rumusan masalah. Nurawaluddin  

melihat sinergitas pembinaan masyarakat pesisir antara TNI AL dan 

KKP, sedangkan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis adalah 

melihat Implementasi kebijakan pembentukan Satgas 115 untuk 

memberantas penangkapan ikan secara ilegal di mana di dalam nya 

akan melihat implementasi kebijakan pembentukan lembaga dan 

efektifitasnya dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal 

yang melibatkan beberapa lembaga sebagai unsur-unsur satgas. 

 

 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu 

 
Judul, Peneliti, 

Tahun 

 

Metodologi  

Hasil Perbedaan 

1. Strategi 

Keamanan 

Penelitian 

Eksplanatif 

Lembaga-lembaga 

yang bertanggung 

Penelitian 

membahas 
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Maritim 

Indonesia Dalam 

Menanggulangi 

Ancaman Non-

Traditional 

Security, Studi 

Kasus: Illegal 

Fishing Periode 

Tahun 2005-

2010. 

Richarunia W. 

Ikhtiari (2011) 

Tesis 

 

jawab atas 

pengamanan dan 

pengelolaan laut tidak 

menjamin 

berkurangnya aktifitas 

ancaman Illegal 

Fishing. Maka dalam 

mengatasi ancaman 

Illegal Fishing di 

Indonesia dibutuhkan 

nya peran penegak 

hukum yang efektif dan 

efisien. 

mengenai 

strategi maritim 

yang harus 

dilakukan 

berkaitan dengan 

multi agent single 

task di Indonesia, 

sedangkan 

penulis akan 

meneliti 

mengenai 

Implementasi 

kebijakan 

pembentukan 

Satuan Tugas 

115 sebagai 

sebuah lembaga 

ekstra di mana di 

dalam nya 

terdapat 

kewenangan 

masing-masing 

instansi terkait 

penanganan 

Illegal Fishing. 

2 Sinergitas TNI 

AL dan KKP 

Dalam 

Pemberdayaan 

Kelompok 

Masyarakat 

Pengawas 

Dalam Mengatasi 

Tindak Pidana di 

Laut. 

Adin 

Nurawaluddin 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

Penelitian ini melihat 

keberadaan institusi 

non militer sebagai 

unsur sipil yang 

membantu penegak 

hukum di laut dalam 

mencegah ancaman 

IUU Fishing.  

Penelitian melihat 

sinergitas 

pembinaan 

masyarakat 

pesisir yang 

dilakukan oleh 

TNI AL dan KKP. 

Penelitian  yang 

penulis lakukan 

menitikberatkan 

Implementasi 

kebijak 

pembentukan 
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(2017) 

Tesis 

 

Satuan Tugas 

115 sebagai 

sebuah lembaga 

ekstra dimana 

didalamnya 

terdapat 

sinergitas antara 

institusi sipil dan 

militer dalam 

menangani 

pemberantasan 

penangkapan 

ikan secara 

ilegal. 

3. Sinergitas Patroli 

Keamanan Laut 

TNI AL dan Polri 

pada 

penanganan 

Tindak Pidana di 

Teluk Jakarta. 

Sultan Djanieb 

(2014) 

Tesis 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

Penelitian ini mencari 

pola efektif untuk 

menangani ancaman 

yang terjadi di laut. 

Penelitian 

menitikberatkan 

pada sinergitas 

institusi TNI AL 

dan Polri, 

sedangkan 

penelitian yang 

penulis lakukan 

menitikberatkan 

pada 

Implementasi 

kebijak 

pembentukan 

Satuan Tugas 

115 sebagai 

sebuah lembaga 

ekstra yang 

terdiri dari TNI 

AL, KKP, 

POLAIR, 

Kejaksaan, dan 

Bakamla dalam 

menangani 

pemberantasan 
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penangkapan 

ikan secara 

ilegal. 

 

2.3  Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini membahas mulai dari fenomena tentang sumber daya 

perikanan Indonesia yang melimpah yang menyebabkan maraknya 

penangkapan ikan secara ilegal, untuk mengatasi hal tersebut dibentuklah 

Satgas 115, dalam melihat implementasi kebijakan tersebut, peneliti 

menggunakan teori dan konsep untuk mengupas apakah keberadaan 

Satgas 115 memiliki dampak positif maupun negatif sehingga akan 

menghasilkan output yaitu terciptanya keamanan maritim Indonesia, 

terjaganya sumber daya perikanan Indonesia, berkurangnya pelaku 

penangkapan ikan secara illegal di wilayah Indonesia serta menciptakan 

sinergi antar instansi terkait untuk menjaga keamanan maritim Indonesia. 
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OUTPUT 

OUTCOME 

 

Pembentukan Satgas 115 berdampak pada menurunnya penangkapan ikan secara 

illegal di wilayah perairan Indonesia berkat upaya sinergi pemberantasan 

penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan antar beberapa instansi yang 

tergabung didalam Satgas 115. Hal ini berdampak pula terhadap peningkata 

sumberdaya perikanan. Lebih lanjut, sinergitas antar instansi kedepannya agar 

tetap terpelihara dengan baik dan didukung dengan anggaran yang memadai serta 

sumber daya manusia dari tiap-tiap instansi asal. 

  

Untuk memberantas penangkapan 

ikan secara ilegal: 

Pembentukan Satgas 115 

 

Implementasi Pembentukan 

Satgas 115 Untuk Memberantas 

Penangkapan Ikan Secara Ilegal 
  

 
  

Fenomena 
- Sumber Daya Perikanan Indonesia melimpah 
- Maraknya penangkapan ikan secara ilegal di 

Perairan Indonesia 
 

- Implementasi pembentukan 
Satgas 115 mendapat dukungan 
akan dan masih terus meningkatkan 
sinergitas antar instansi terkait 
- Pelaksanaan kebijakan telah 
berjalan sesuai dengan amanat 
Perpres 115 Tahun 2015 
- Memberi dampak positif terhadap 
peningkatan Keamanan Maritim 
dalam hal sumber daya perikanan 

INPUT 

PROSES 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran oleh Peneliti 
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BAB 3 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Creswell (2013) membagi beberapa metode yang dapat digunakan 

dalam suatu penelitian, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, 

kuantitatif dan campuran. Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan 

digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif. 

Pendekatan Deskriptif Analitis digunakan untuk mempelajari fenomena 

secara mendalam. Sumber data utama penelitian kualitatif adalah 

wawancara dan observasi, serta sumber data sekunder berupa dokumen 

tertulis, foto, maupun data statistik (Moleong, 2010). Pendekatan 

Deskriptif Analitis ini digunakan oleh peneliti untuk menganalisis 

Implementasi Kebijakan Pembentukan Satgas 115 dalam memberantasa 

penangkapan ikan secara ilegal.  

 

3.2  Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian untuk studi pustaka dilakukan di Perpustakaan 

Universitas Pertahanan, sedangkan studi lapangan dalam mencari data 

primer dilakukan di beberapa tempat seperti Sekretariat Satgas 115 di 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Himpunan Nelayan 

Seluruh Indonesia dan di ruang publik yang ditentukan oleh informan. 

 

3.2.2 Waktu Penelitian 

  Penelitian Implementasi Kebijakan Pembentukan Satuan Tugas 

115 dalam Memberantas penangkapan ikan secara illegal dilaksanakan 

dari bulan September 2017 hingga Agustus 2018, dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Proses penyiapan proposal, bimbingan proposal, sidang proposal, 

hingga perbaikan proposal telah dilaksanakan mulai bulan Juni 

hingga September 2017. 

33 
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2. Proses pengumpulan data primer dengan mewawancarai informan 

dan pengolahan data baik primer maupun sekunder telah 

dilaksanakan mulai bulan Oktober 2017 hingga Agustus 2018. 

3. Proses penyusunan tesis telah dilakukan secara bertahap sampai 

dengan Agustus 2018. 

 

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian 

3.3.1 Subyek Penelitian 

Bungin (2003) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

prosedur sampling yang paling terpenting adalah menentukan nara 

sumber kunci/informan kunci. Penelitian ini tidak menggunakan populasi, 

karena penelitian kualitatif berangkat dari sebuah kasus tertentu yang 

terdapat dalam situasi sosial. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Sekretariat Jenderal KKP Republik Indonesia; 

2. Direktorat Jenderal PSDKP KKP Republik Indonesia; 

3. Kemenkopolhukam Republik Indonesia; 

4. Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia; 

 

No Kegiatan 

2017 2018 

Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Jun Jul Ags 

1. 
Pembuatan Proposal 

Penelitian 

              

2. Proses Pembimbingan               

3. 
Seminar Proposal 

Penelitian 

              

4. 
Perbaikan Proposal 

Penelitian 

              

5. Pengumpulan Data               

6. Analisis Data               

7. Penyusunan Tesis               

8. Ujuan Tesis               

9. Perbaikan Tesis               

10. Penyerahan Tesis               
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3.3.2 Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian dapat disebut responden, nara sumber, 

partisipan, dan informan. Obyek juga tidak bisa dikatakan sebagai sampel 

statistik, tetapi dikatakan sebagai sampel teoritis. Pemilihan obyek yang 

dilakukan dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan secara purposive dan 

snowball. (Sugiyono,2014). Dalam penelitian ini pemilihan obyek 

dilakukan secara purposif yaitu teknik pengambilan obyek sumber data 

yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, semisal orang yang 

dianggap pakar dan ahli di suatu bidang atau orang yang menekuni 

bidang tersebut. Jumlah obyek dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

kebetuhan peneliti terhadap data yang dibutuhkan. 

 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber, dan berbagai cara. Terdapat berbagai macam teknik 

pengumpulan data yaitu, wawancara, kuesioner, observasi dan gabungan 

ketiganya (Sugiyono,2014). Sedangkan menurut Creswell (2015) terdapat 

empat jenis tipe pengumpulan data yaitu, observasi kualitatif, wawancara 

kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual 

kualitatif. Lebih lanjut Creswell menyatakan bahwa pengumpulan data 

adalah suatu aktivitas yang saling berkaitan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian. Berikut adalah lingkaran pengumpulan data yang 

digambarkan oleh Cresswell. 
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Gambar 3.1 Aktifitas-aktifitas pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada 

narasumber dan informan kunci untuk mendapatkan data primer. 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

melalui tanya jawab untuk mengkontruksikan sebuah jawaban dalam 

sebuah topik. Terdapat berbagai macam wawancara diantaranya adalah 

wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tak berstruktur (Esterberg, 

2002). Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara 

semiterstruktur yang termasuk ke dalam kategori in-depth interview, 

dimana dalam pelaksanaannya lebih terbuka dan jelas dari pada 

wawancara terstruktur. Selain itu wawancara semiterstruktur digunakan 

untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana informan 

dapat diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2014). Dalam 

melakukan wawancara, peneliti mengikuti langkah-langkah yang 

dijelaskan oleh Cresswell (2015) 
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Pertama, Menentukan pertanyaan riset yang akan digunakan 

dalam wawancara; Kedua, Mengidentifikasi informan yang akan 

diwawancarai; Ketiga, Menentukan tipe wawancara yang paling praktis 

dan dapat menghasilkan informasi penting untuk menjawab pertanyaan 

penelitian; Keempat, Menggunakan prosedur perekaman; Kelima, 

Merancang dan menggunakan protokol wawancara atau panduan 

wawancara. 

  Hadi (1986) dalam Sugiyono (2014) menyatakan bahwa ada 

beberapa anggapan yang harus dipegang oleh peneliti dalam 

menggunakan metode wawancara, yaitu bahwa informan adalah orang 

yang paling tahu tentang dirinya sendiri, apa yang disampaikan informan 

terhadap peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, memiliki kesamaan 

intepretasi antara peneliti dengan informan dalam hal pertanyaan 

wawancara. 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka, 

kegiatan ini meliputi mencari teori-teori, jurnal-jurnal, dan makalah yang 

berkaitan dan dapat membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian. 

Selain itu, juga media baik cetak maupun elektronik juga dapat digunakan 

sebagai referensi terbaru untuk membantu penelitian ini. 

 

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Kegiatan ini merupakan kegiatan terpenting dari penelitain kualitatif, 

kegiatan ini dapat disebut sebagai kegiatan terakhir, yaitu validitas dan 

realibitas hasil temuan dalam penelitian. Validitas kualitatif adalah upaya 

pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan 

mengimplementasikan prosedur-prosedur tertentu. Sedangkan realibilitas 

kualitatif menunjukan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh peneliti 

konsisten dan dapat digunakan oleh peneliti-peneliti lain dalam penelitian 

yang berbeda (Gibbs, 2007). Sugiyono (2014) menyatakan dalam metode 

penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data meliputi uji kredibilitas, 

transferability, dependability dan dapat dikonfirmasi. Lebih lanjut bahwa uji 

kreadibililitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 Uji Kredibilitas Dara  
(Sumber: Sugiyono, 2014) 

a. Perpanjangan pengamatan 

Merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan 

bahwa data yang didapat oleh peneliti dari informan tidak berubah 

dan tetap adanya. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan wawancara 

kembali dengan informan jika dibutuhkan. 

b. Meningkatkan ketekunan 

Peneliti akan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam 

meningkatkan ketekunan adalah dengan membaca referensi buku 

maupun hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian. 

c. Triangulasi 

Triangulasi sumber data dalam pengujian kredibilitas ini diartikan 

sebagai pengecekan atau pemeriksaan data dari berbagai sumber 

dengan data pembanding atau bisa juga dengan mentriangulasi 

sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti 

yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya 

untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. 
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d. Analisa kasus negative 

Kegiatan ini dilakukan dengan mencari data yang berbeda atau 

bahkan bertentangan dengan data penelitian yang diperoleh, jika 

tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan data 

penelitian yang diperoleh berarti data yang ditemukan sudah dapat 

dipercaya. 

e. Member Check 

Kegiatan ini adalah proses penegcekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data agar apa yang dikemukakan oleh peneliti satu 

frekuensi dengan apa yang dikemukakan oleh pemberi data atau 

dengan kata lain disetujui. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisa data dapat disebut sebagai sebagai sebuah proses mencari 

dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan studi literatur dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjelaskan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, mengatur ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan membuat hasil kesimpulan sehingga mudah dipahami dan 

dapat menjawab pertanyaan, analisa data kualitatif bersifat induktif 

(Sugiyono, 2014). Sedangkan menurut Cresswell dan Clark (2007) 

menyatakan bahwa analisa data adalah proses berkelanjutan yang 

membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data dari mulai awal 

pengumpulan data hingga penganalisisan data. Analisa data kualitatif 

dapat melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan 

hasil secara serentak dan bersama-sama. Miles dan Huberman (1984) 

berpendapat bahwa kegiatan dalam analisa data kualitatif dilakukan 

secara interaktif langsung secara berlanjut sampai tuntas, sehingga 

datanya jenuh. Kegiatan dalam analisa data pada penelitian ini meliputi 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan. 
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a. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Kemudian 

dari hasil pengumpulan data tersebut kemudian diproses lebih 

lanjut melalui tahapan berikutnya untuk mendapatkan hasil. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data diperlukan untuk mengeliminasi data-data selama 

proses penelitian yang tidak diperlukan, karena selama penelitian 

data-data yang didapat akan banyak dan kompleks. Mereduksi data 

sama halnya dengan merangkum, memilih hal-hal penting, dan 

mencari polanya. Data yang telah direduksi akan memberi 

gambaran jelas bagi peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya 

apabila masih kurang. 

c. Penyajian Data 

Kegiatan penyajian data dilakukan setelah mereduksi data, 

penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa tabel, grafik, 

pictogram, dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka 

data akan terstruktur dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga 

akan semakin mudah dipahami. Selain itu, penyajian data juga 

dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan bagan. 

d. Kesimpulan 

Kegiatan berikutnya adalah penarikan kesimpulan, pada kegiatan 

ini kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat sementara dan dapat 

berubah jika ditemukan bukti-bukti baru yang mendukung 

pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal dinilai 

valid dengan didukung bukti-bukti yang kuat, maka kesimpulan itu 

dapat dikatakan kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, dan teori. 
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BAB 4 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum  

Kekayaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan 

Indonesia meliputi sektor ekonomi kelautan di dalamnya sektor perikanan 

tangkap dan perikanan budaya, industri pengolahan hasil perikanan dan 

bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, 

perhubungan laut serta industri dan jasa maritim. Diperkirakan total nilai 

ekonomi dari sektor ekonomi kelautan sekitar 1,2 triliun dolar AS per tahun dan 

dapat menyediakan lapangan kerja sedikitnya untuk 40 juta orang. Namun 

sampai saat ini baru sekitar 22 persen dari total potensinya yang telah 

dimanfaatkan, menyebabkan Indonesia menjadi sasaran illegal fishing oleh 

Negara-negara tetangga. 

Maraknya pencurian ikan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, 

menyebabkan kerugian yang besar bukan hanya untuk pendapatan negara, 

tapi juga bagi nelayan lokal. Untuk menunjukkan ketegasan Indonesia dalam 

memberantas kapal-kapal pelaku penangkapan ikan secara illegal, 

pemerintah mengeluarkan Perpres 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas 

Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, yang dalam salah satu 

programnya adalah dengan menenggelamkan kapal pelaku penangkapan 

ikan secara illegal. 

Indonesia tercatat sebagai negara yang paling aktif melawan 

maraknya penangkapan ikan secara illegal, dimulai beberapa tahun 

belakangan ini, yakni sejak tahun 2015. Semenjak Menteri Susi Pujiastuti 

menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Indonesia menjadi 

populer sebagai negara yang paling sering melakukan penenggelaman kapal 

pelaku penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Indonesia. Sejak akhir 

tahun 2015 hingga april 2017, Satgas 115 tercatat telah meledakkan dan 

menenggelamkan 318 kapal ikan berukuran besar. Kapal pelaku 

penangkapan ikan secara illegal ini berasal dari berbagai negara tetangga 

antara lain Tiongkok, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand dan Papua Nugini. 

41 
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Kebijakan yang tegas dan penuh keberanian ini merupakan satu dari sekian 

gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Susi sejak diangkat sebagai Menteri 

Kelautan dan Perikanan pada Oktober 2014. Selain menangani kapal asing 

yang seringkali mencuri ikan di Indonesia, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan juga menghentikan ijin operasional kapal ikan eks asing (meskipun 

telah sah menjadi kapal Indonesia) dan melarang penggunaan alat tangkap 

yang tidak ramah lingkungan. Dalam jangka waktu 2,5 tahun bisnis 

penangkapan ikan yang sebelumnya gelap gulita dan marak terjadi 

penangkapan ikan secara illegal kini menjadi lebih tertata (Marta, 2016).  

Kebijakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dengan 

penenggelaman kapal yang telah dilakukan khususnya oleh KKP menjadi 

kian kuat pasca dibentuknya Satuan Tugas 115 yang memang fokus 

melakukan koordinasi antara lembaga untuk melakukan pemberantasan 

penangkapan ikan secara illegal dibawah Komandan Satuan Tugas yang 

dijabat oleh Menteri Susi Pudjiastuti.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembentukan Satuan Tugas 

115 bermanfaat dalam pemberantasan tindakan penangkapan ikan secara 

illegal, dimana Satuan Tugas 115 sebagai wadah koordinasi terdiri dari 

beberapa lembaga asal yang mana masing-masing lembaga setelah 

tergabung didalamnya. Satgas 115 memiliki kekuatan untuk melakukan 

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana perikanan di Indonesia, hal ini 

dilakukan tetap melalui proses peradilan pidana sebagaimana ditegaskan 

dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHAP), dimana setiap bentuk tindak pidana yang terjadi 

ditangani melalui tahapan Pre Ajudikasi, Ajudikasi, dan Post Ajudikasi. 

 

4.1.2. Implementasi Pembentukan Satuan Tugas 115 Dalam 

Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal  

Untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap 

pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya penangkapan 

ikan secara ilegal secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan 

Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing). Satgas bertugas 
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mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam 

upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut 

yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, 

dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, 

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, 

PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya. 

Dalam melaksanakan tugasnya Satgas 115 berwenang: 

1. menentukan target operasi penegakan hukum dalam rangka 

pemberantasan penangkapan ikan secara illegal; 

2. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang 

dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum, dengan institusi terkait 

termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

b. Kementerian Keuangan; 

c. Kementerian Luar Negeri; 

d. Kementerian Perhubungan; 

e. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL); 

f. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); 

g. Kejaksaan Agung Republik Indonesia; 

h. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA); 

i. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); 

j. Badan Intelijen Negara (BIN). 

3. Membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk 

melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan 

penangkapan ikan secara ilegal di kawasan yang ditentukan oleh Satgas; 

4. Melaksanakan komando dan pengendalian yang meliputi kapal, pesawat 

udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan 

Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan 
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Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang sudah berada di dalam 

Satgas. 

Struktur Organisasi Satuan Tugas 115 Pemberantasan Penangkapan 

Ikan Secara Ilegal adalah sebagai berikut: 

a. Komandan Satgas: Menteri Kelautan dan Perikanan; 

b. Kepala Pelaksana Harian: Wakil Kepala Staf Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Laut; 

c. Wakil Kepala Pelaksana Harian 1: Kepala Badan Keamanan Laut; 

d. Wakil Kepala Pelaksana Harian 2: Kepala Badan Pemelihara 

Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 

e. Wakil Kepala Pelaksana Harian 3: Jaksa Agung Muda Bidang 

Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 

Satgas membentuk Tim Gabungan yang dipimpin Komandan Sektor 

(On Scene Commander) di laut dan melaksanakan operasi penegakan 

hukum pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal berdasarkan data 

intelijen. Tim Gabungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Komandan Satgas, untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas, 

dibentuk pula Sekretariat Satgas yang bertugas mengurus administrasi dan 

keuangan Satgas 115 yang dipimpin oleh kepala secretariat. Lebih lanjut 

dalam memperlancar tugas Satgas, Komandan Satgas dapat pula 

mengangkat Staf Khusus dan Tim ahli yang bertugas membantu pelaksanaan 

tugas Satgas 115. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan Satgas mendapatkan 

arahan dari beberapa Lembaga Negara terkait, antara lain:  

a. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 

b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 

c. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan;  

d. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; 

e. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 

f. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan  

g. Jaksa Agung Republik Indonesia. 
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Dalam melaksanakan operasi, Unsur-unsur Satgas diserahkan oleh 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan 

Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia, dan Badan Keamanan Laut kepada Komandan Satuan Tugas 

yang dalam hal ini dijabat oleh Menteri KKP untuk melaksanakan tugas 

operasi pemberantasan penangkapan ikan secara illegal, lebih lanjut 

berdasarkan aturan didalam pasal 6 Perpres 115 Tahun 2015 Komandan 

Satgas merupakan satu-satunya pemegang otoritas dan berwenang 

melaksanakan komando dan kendali terhadap unsur-unsur Satgas, dan 

setiap unsur tersebut wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Komandan Satgas. 

Perintah langsung dapat diberikan oleh Komandan Satgas kepada 

Kepala Pelaksana Harian untuk dilaksanakan oleh Tim Gabungan, kemudian 

Tim Gabungan menjalankan operasi yang dipimpin oleh Komandan Sektor 

dan bertanggung jawab kepada Komandan Satgas melalui Kepala Pelaksana 

Harian. 

Lebih lanjut Kepala dan Wakil Kepala Pelaksana Harian melakukan 

pengawasan dan pengendalian operasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan 

serta melaporkannya ke Komandan Satgas. Satgas melaporkan setiap 

pelaksanaan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden setiap 3 

(tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Satgas dalam 

melaksanakan tugasnya dievaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh Menteri 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hal ini didasarkan pada 

masukan yang diberikan oleh: 

a. Menterii Koordinatori Bidangi Perekonomian,i  

b. Menterii Koordinatori Bidangi Pembangunani Manusiai dani 

Kebudayaan,i  

c. Menterii Koordinatori Bidangi Kemaritiman,i  

d. Panglimai Tentarai Nasionali Indonesia,i  

e. Kepalai Kepolisiani Negarai Republiki Indonesia,i dani  

f. Jaksai Agungi Republiki Indonesia. 
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4.1.2.1 Kejaksaani Republiki Indonesiai Sebagaii Eksekutori Dalami 

Pemberantasani Penangkapani Ikani Secarai Ilegali  

Pemberantasani penangkapani ikani secarai illegali umumnyai 

dilakukani dengani carai penenggelamani kapali pelakui penangkapani ikani 

secarai illegal.i Penenggelamani kapali pelakui penangkapani ikani secarai 

ilegali adalahi saati kapali pelakui tertangkapi tangani melakukani penangkapani 

ikani secarai ilegali dii wilayahi perikanani Indonesia.i  

Parai penyidiki dani pengawasi dalami Satuani Tugasi 115i dalami situasii 

tersebuti dapati melakukani penenggelamani terhadapi kapali bilai awaki kapali 

tidaki dapati menunjukkani surati izin.i Tindakani penenggelamani sepertii inii 

didasarkani padai pasali 69i ayati (4)i UUi Perikanani 2009.i Tindakani inii serupai 

dengani kegiatani polisii yangi melihati pelakui kejahatani melakukani aksinyai 

ataui pelakui kejahatani tertangkapi tangan.i Dalami situasii tersebuti polisii 

berwenangi untuki melakukani penembakani terhadapi pelakui kejahatani 

setelahi melaluii proseduri tertentu. 

Dalami hali pelaksanaani penenggelamani kapal,i memangi Jaksai 

adalahi eksekutornya,i akani tetapii bukani berartii Jaksai lahi yangi melakukani 

eksekusii ataui penenggelamani dilapangan.i Terdapati 2i (dua)i ketentuani 

terhadapi penenggelamani kapali yangi melakukani tindaki pidanai perikanan,i 

yaitu: 

1. Kapal-kapali tersebuti sudahi melaluii prosesi dii pengadilani sampaii 

dikeluarkannyai keputusani harusi ditenggelamkani olehi Pengadilan. 

2. Kapal-kapali dapati ditenggelamkani apabilai darii penyidiki 

memberikani resumei ataui alasan-alasani terkaiti dengani pelanggarani 

yangi dilakukani olehi kapal-kapali tersebuti sehinggai menjadii 

pertimbangani olehi ketuai pengadilani sampaii akhirnyai ketuai 

pengadilani memutuskani kapali tersebuti harusi dimusnahkani ataui 

ditenggelamkan,i meskipuni tidaki melaluii persidangani dani putusani 

pengadilani terlebihi dahulu. 

Menuruti M.i Abetoi H.,i S.H.,i M.H.i selakui Kabidi Penyelesaiani Kasusi 

Hukumi Deputii 3i (Kedeputiani Hukumi dani HAMi Menkopolhukam)i sebagaii 

Narasumberi yangi merepresentasikani Kejaksaani bahwa: 
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“Jaksai yangi diberikani kewenangani olehi pengadilani untuki 

melakukani eksekusii terhadapi kapal-kapali yangi harusi 

ditenggelamkan,i akani tetapii dalami kenyataannyai Jaksai sebagaii 

eksekutori mengawasii jalannyai penenggelamani kapali darii mulaii 

putusani pengadilani sampaii dengani musnahnyai ataui tenggelamnyai 

kapali tersebuti dani Jaksai jugalahi yangi membuati laporani kepadai 

pengadilani bahwai penenggelamani kapali sudahi dilakukani sesuaii 

dengani proseduri dani telahi dilaksanakan.”i Olehi karenai Kejaksaani 

tidaki memilikii alati ataui saranai dani prasaranai yangi menunjangi untuki 

melakukani penenggelamani kapal,i makai perlui dilakukani kordinasii 

dengani stakeholderi laini diantaranyai TNIi AL,i KKP,i Bakamlai dani 

Polair.i (Hasili Wawancarai M.i Abeto,i 9i Januarii 2018) 

Untuki melaksanakani ketentuani Pasali 69i ayati (4)i UUi No.i 45i Tahuni 

2009i tentangi Perubahani Atasi UUi No.i 31i Tahuni 2004i tentangi Perikanan,i 

yaitui tindakani khususi berupai pembakarani dan/ataui penenggelamani kapali 

perikanani berbenderai asingi dengani dasari buktii pemulaani yangi cukupi 

dapati dilakukani setelahi memenuhii syarati subyektifi dan/ataui obyektif,i yaitu: 

1. Syarati Subyektif,i yaitui kapali melakukani manuveri yangi 

membahayakani dan/ataui Nakhoda/ABKi melakukani perlawanani 

tindaki kekerasan;i dan/atau 

2. Syarati obyektifi terdirii dari: 

a. Syarati kumulatif: 

1) Kapali berbenderai asingi dengani semuai ABKi asing; 

2) TKPi (Locusi delicti)i beradai dii Wilayahi Pengelolaani Perikanani 

Negarai Republiki Indonesiai (WPPNRI); 

3) Tidaki mempunyaii dokumeni apapuni darii pemerintahi Republiki 

Indonesia;i dan 

4) Dilaksanakani dengani prinsipi kehati-hatiani dani atasi perintahi 

pimpinan. 

b. Syarati alternatif,i yaitu: 

1) Kapali tuai didukungi dengani faktai surati dan/ataui tidaki 

memilikii nilaii ekonomisi yangi tinggi;i dan 
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2) Kapali tidaki memungkinkani untuki dibawai kei 

pangkalan/pelabuhan/i dinasi yangi membidangii perikanan,i 

dengani pertimbangan:i Kapali mudahi rusaki ataui 

membahayakan;i Biayai penarikani kapali tersebuti terlalui tinggi;i 

ataui Kapali perikanani mengangkuti barangi yangi mengandungi 

wabahi penyakiti menulari ataui bahani beracuni dani berbahaya. 

Sebelumi melakukani tindakani pembakarani dan/ataui 

penenggelamani kapal,i dapati diambili tindakan: 

1. Menyelamatkani semaksimali mungkini seluruhi ABKi kapali 

perikanan; 

2. Menginventarisasii seluruhi perlengkapani dani peralatani yangi adai 

padai kapali perikanani dengani menyebutkani kondisii secarai 

lengkapi dani rinci; 

3. Mendokumentasikani visuali dengani baiki menggunakani kamerai 

dan/ataui perekami audioi video; 

4. Ikani hasili tangkapani kapali perikanani yangi dibakari dan/ataui 

ditenggelamkani tersebuti disisihkani untuki kepentingani 

pembuktian; 

5. Membuati Beritai Acarai Pembakarani dan/ataui Penenggelamani 

Kapali Perikanani untuki dimasukkani kei dalami beritai pelauti olehi 

instansii yangi bersangkutan. 

 

4.1.3 Dampaki Pembentukani Satgasi 115i Bagii Peningkatani Keamanani 

Maritimi Indonesiai  

Presideni melaluii Perpresi 115i Tahuni 2015i telahi mengambili 

kebijakani tegasi untuki memberantasi penangkapani ikani secarai ilegal.i Salahi 

satui tindakani tegasi tersebuti adalahi penenggelamani kapali asingi sebagaii 

langkahi nyatai dalami implementasii aturani didalami UUi No.i 45i Tahuni 2009i 

tentangi Perikanan.i Tindakani penenggelamani kapali merupakani aksii 

negarai dalami memberantasi kegiatani perikanani secarai illegali dani dii 

sampingi itui untuki memberikani efeki jerai sertai meningkatkani efeki 



49 
 

Universitas Pertahanan 

detterencei ataui dayai tangkali terhadapi pelanggarani wilayahi yangi dapati 

merugikani dani mengancami kedaulatani negara.i  

Dampaki positifi pemberantasani penangkapani ikani secarai illegali 

bagii peningkatani keamanani maritim,i salahi satunyai dilihati darii 

meningkatnyai sumberi dayai perikanani dani potensii kelautani dani perikanani 

dii Indonesiai dapati dilihati darii beberapai aspeki sepertii PDBi sektori 

perikanani 1.239.591,80i milyari (2017),i nilaii ekspori hasili perikanani 

US$1.000:2.092.302,01i (2016),i dani produksii perikanani tangkapi dii lauti 

menuruti alati tangkapi dengani rinciani jaringi lingkari 1.177.615,i pukati tariki 

690.629,i pukati helai 324.880,i penggaruki 124.495,i jaringi angkati 494.561,i 

jaringi insangi 1.394.473,i perangkapi 307.802,i pancingi 1.468.744,i dani alati 

penjepiti 54.455. 

Berdasarkani datai yangi dirilisi olehi Ditjeni PSDKPi KKPi (2016)i sampaii 

bulani Februarii 2016i telahi 153i Kapali Ikani ditenggelamkan,i untuki kapali 

asingi berjumlahi 139i Kapali meliputii 20i Kapali Ikani darii Malaysia,i 43i darii 

Filipina,i 1i darii RRT,i 21i darii Thailand,i 50i darii Vietnam,i 2i darii Papuai Nugini,i 

1i darii Belize,i 1i Nigeria. 

 

Tabeli 4.2i Penangkapani Kapali Pelakui Tindaki Pidanai dii Bidangi Perikanani 

hinggai 2016 

Negara Jumlah 

Malaysia 20 

Filipina 43 

RRT 1 

Thailand 21 

Vietnam 50 

Papuai Nugini 2 

Belize 1 
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(Sumber:i PSDKP,i 2016) 

Padai Mareti 2017i tercatati adai 294i kapali yangi ditangkapi terkaiti 

dugaani penangkapani ikani secarai ilegali dengani rinciani Kapali Indonesiai 

(116)i dani Kapali Asingi (66),i berbenderai Indonesiai (116),i Malaysiai (6),i 

Vietnami (54),i Filipinai (5)i dani Taiwani (1).i Pemerintahi melaksanakani 

kebijakani berupai peledakani dani penenggelamani kapali yangi melanggari 

ketentuani dani melakukani penangkapani ikani secarai ilegal.i 

Penenggelamani inii sebagaii Deterencei Effecti bagii parai pelakui 

penangkapani ikani secarai ilegal.i Peri Aprili 2017,i Satgasi 115i telahi 

menenggelamkani 317i kapali ikani pelakui IUUi Fishing.i Darii kapal-kapali 

yangi ditenggelamkan,i sebanyaki 296i kapali berbenderai asingi yaitui Vietnami 

142,i Filipinai 76,i Malaysiai (50),i Thailandi (21),i Papuai Nuginii (2),i Tiongkoki 

(2),i Belizei (2)i dani satui kapali tanpai benderai kebangsaan. 

 

 

Tabeli 4.3i Penenggelamani Kapali Pelakui Tindaki Pidanai dii Bidangi 

Perikanani peri Aprili 2017 
 

Nigeria 1 

Jumlahi Kapal 139 

Negara Jumlah 

Vietnam 142 

Filipina 76 

Malaysia 50 

Thailand 21 

Papuai Nugini 2 
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(Sumber:i Bukui Lauti Masai Depani Bangsa,i KKPi 2017) 

Satuani Tugasi 115i dibawahi kepemimpinani Komandani Ibui Susii 

Pudjiastutii sejaki awali fokusi mengembalikani kedaulatani Indonesiai dii laut.i 

Mulaii darii mengusiri dani memberikani efeki jerai (penenggelamani kapal)i 

padai pekerjaani dani bisnisi mereka.i Hali tersebuti diwujudkani dengani 

memerangii prakteki penangkapani ikani secarai illegali sesuaii tujuani lembagai 

inii dibentuk,i menindaktegasi parai pelakui dani menegakkani hukumi dii laut.i 

Sebagaii bentuki keseriusannya,i Satgasi jugai bertugasi melakukani analisai 

dani evaluasii ataui ujii kepatuhani darii perusahani perikanani dani parai pemiliki 

kapali eksi asing.i Dalami hali peraturan,i jugai telahi dilakukani penghentiani 

sementarai (moratorium)i perizinani kapali eksi asingi yangi saati inii memasukii 

tahapi keduai (Permeni KPi Nomori 10i Tahuni 2015). 

Mengacui padai Undang-undangi Nomori 31i Tahuni 2004i tentangi 

Perikanan,i Pasali 69i ayati (1)i dani ayati (4)i jo.i Pasali 76A.i Kemudiani Pasali 38i 

jo.i Pasali 45i Undang-undangi Nomori 8i Tahuni 1981i (KUHAP),i Kebijakani 

pemberantasani penangkapani ikani secarai illegali dengani menenggelamkani 

kapali dilakukani dengani cara:i  

1. Dibakar;i  

2. Diledakan;i  

3. Ditenggelamkan,i dengani cara:i  

a.i Dibocorkani padai dindingnya;i  

b.i Dibukai kerani lautnya;i ataui  

4. Dikaramkan. 

Sebelumi diterapkannyai kebijakani penenggelamani ini,i Pemerintahi 

telahi melakukani beberapai upayai sebagaii langkahi penanganani barangi 

buktii berupai kapali ikani berbenderai asing,i sekaligusi sebagaii upayai untuki 

RRT 2 

Belize 2 

Noni Statei  1 

Jumlahi Kapal 296 
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menanggulangii penangkapani ikani secarai ilegali dii Indonesia,i upayai 

tersebuti diantaranya:i  

1. Dikelolai sebagaii barangi buktii yangi digunakani untuki melakukani 

tindaki pidanai perikanan,i sampaii dengani prosesi hukumi mendapati 

putusani pengadilani yangi berkekuatani hukumi tetap.i Hali inii 

dihadapkani padai persoalani keterbatasani danai perawatan,i sertai 

keterbatasani saranai dani prasaranai pengelolaani barangi bukti,i dani 

lain-lain;i  

2. Dihibahkani kepadai masyarakat/nelayan,i lembagai riset,i perguruani 

tinggi,i dani lainlain.i Upayai inii terkendalai dengani kapali yangi jugai 

kemudiani “mangkrak”i ataui rusaki tidaki terawati akibati keterbatasani 

pengetahuani dalami pengoperasian,i teknologii padai kapali yangi tidaki 

dikuasai,i kelangkaani sukui cadang,i ataui sangati besarnyai biayai 

operasionali kapali dibandingi anggarani yangi dimiliki,i dani 

sebagainya; 

3. Melaluii proseduri lelangi barangi buktii dengani persetujuani 

pengadilan.i Dalami hali inii kapali ditangkapi dani dirampasi olehi 

negara,i kemudiani dengani bebagaii pertimbangani sesuaii dengani 

peraturani perundang-undangani yangi berlaku,i diputuskani terhadapi 

barangi buktii berupai kapali ikani berbenderai asingi dilakukani lelang.i  

4.1.3.1 Dampaki yangi dirasakani Nelayani dengani adanyai Kebijakani 

Pembentukani Satuani Tugasi 115i Pemberantasani Penangkapani 

Ikani Secarai Ilegal 

Indonesiai merupakani Negarai Kepulauani terbesari dii duniai yangi 

mempunyaii garisi pantaii dani zonai terestriali yangi luas.i Sebagaii suatui 

negarai kepulauan,i Indonesiai mempunyaii wilayahi lauti yangi lebihi luasi 

daripadai wilayahi daratan.i Sehingga,i keanekaragamani hayatii lautnyai 

sangati melimpahi dani bervariasi.i Keanekaragamani florai dani faunai dii 

dalami lauti Indonesiai menjadii sumberi kehidupani dani matai pencahariani 

bagii masyarakati Indonesiai khususnyai yangi bermukimi dii pesisiri pantai.i 

Sebagiani besari ataui dapati dikatakani semuai masyarakati yangi hidupi dii 

pesisiri pantaii hanyai mengandalkani lauti yangi digunakani untuki memenuhii 
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kehidupani sehari-hari.i Masyarakati yangi berprofesii sebagaii nelayani inii 

seringi menangkapi ikani dani sejenisnya.i Bahkani taki hanyai nelayani lokali 

yangi memanfaatkani kekayaani lauti Indonesiai ini.i Nelayani asingi bahkani 

seringi mencurii ikan-ikani dii lauti perbatasani ataui lauti terluari Indonesia. 

Nelayani asingi yangi melakukani penangkapani ikani secarai ilegali inii 

menangkapi ikani dii lauti Indonesiai secarai besar-besarani dani dengani carai 

yangi dapati merusaki habitati ikani dii dalami lauti sepertii menangkapi ikani 

menggunakani bom.i Hali inii menyebabkani kerugiani besari bagii Indonesia.i 

Untuki mengatasii masalahi tersebuti pemerintahi Indonesiai khususnyai 

Komandani Satgasi 115i yangi jugai menterii Kelautani dani Perikanani 

menerapkani kebijakani berupai sanksii peledakani dani penenggelamani 

kapali nelayani asingi yangi masuki kei Indonesiai untuki melakukani 

penangkapani ikani secarai ilegal. 

“Nelayani lokali menilaii kebijakani pembentukani Satgasi 115i sangati 

berdampaki baiki bagii berkurangnyai pencuriani ikani ataupuni 

penangkapani ikani secarai ilegali yangi kerapi terjadii karenai ulahi 

nelayani asing.i Hali tersebuti kamii anggapi sebagaii sebuahi upayai 

yangi baik,i stoki ikani menjadii meningkat,i hali inii sangati kamii rasakani 

manfaatnyai terhadapi nelayani dikarenakan.i Penenggelamani yangi 

dilakukani olehi Satgasi 115i kamii rasai memberii memilikii efeki jerai 

bagii nelayan-nelayani asingi yangi melakukani penangkapani ikani 

secarai ilegali dii perairani Indonesia.i Bukani hanyai itu,i berkurangnyai 

pelakui penangkapani ikani secarai ilegali membuati daerahi tangkapani 

nelayani Indonesiai semakini besari dani meningkatkani potensii 

pendapatani parai nelayan.i Olehi karenai itui HNSIi sebagaii wadahi 

pengumpuli informasii parai nelayani yangi tersebari dii 34i Provinsii 

menyatakani setujui dengani adanyai kebijakani pembentukani Satgasi 

115i untuki melakukani pemberantasani penagkapani ikani secarai 

illegali dengani metodei penenggelamani kapali yangi mampui mengusiri 

nelayani asingi yangi seringi melakukani tindaki pidanai perikanan.i 

Sebenarnyai nelayani Indonesiai seringkalii berpapasani dengani 

nelayani asingi akani tetapii terkadangi dengani boboti kapali Indonesiai 
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yangi tidaki sebandingi dengai boboti kapali nelayani asing,i cenderungi 

mengalahi dani mencarii titi-titiki penangkapani ikani lain.i Sehinggai 

adanyai kebijakani inii membuati nelayani bisai menangkapi ikani dani 

tidaki kehabisani stocki ikani dii titik-titiki penangkapani ikani tertentu.i 

Akani tetapi,i selaini hali tersebuti kamii mengharapi bantuani 

pemerintahi bagii nelayan-nelayani kami,i karenai kapali yangi nelayani 

kamii milikii kebanyakami berkapasitasi kecili dii angkai 10i GT,i 

sedangkani untuki dapati memanfaatkani hasili lauti dengani baiki padai 

perairani yangi berpotensii besari kamii memerlukani kapal-kapali yangi 

besari nyai sekitari 200i GTi untuki menjangkaui perairani dalami yangi 

selamai inii banyaki disentuhi nelayani ilegali asing,i hali inii merupakani 

potensii besari bagii nelayani kita,i karenai manfaati pemberantasani 

penangkapani ikani secarai ilegali olehi Satgasi 115i kamii rasakani dapati 

mengusiri parai nelayani asing,i sekarangi kamii harapkani bantuani 

pemerintahi agari kamii dapati memanfaatkani potensii ekonomii 

nelayani dani meningkatkani pendapatani nasionali darii hasili lauti 

secarai baik.”i (Hasili wawancarai Dr.i Ir.i Antoni Leonard,i 29i Agustusi 

2018)i i  

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Implementasii Pembentukani Satgasi 115i Dalami Pemberantasani 

Penangkapani Ikani Secarai Ilegal 

Adanyai Satgasi 115i untuki melakukani pemberantasani penangkapani 

ikani secarai illegali dinilaii sangati bermanfaati terhadapi berkurangnyai pelakui 

penangkapani ikani secarai illegal,i sebagaimanai dikemukakani olehi Ibnui 

Hakami Musaisi selakui Biroi Hukumi Sekretariati Jenderali KKP,i sebagaii 

berikut: 

“Satgasi 115i bekerjai sebagaii koordinatori antarai lembagai yangi adai 

didalamnya,i dimanai masing-masingi instansii bekerjai masing-masingi 

namuni dalami kerangkai koordinasi,i PSDKPi KKPi bekerjai 11i WPPi 

wilayahi lingkupi kerjai nya,i TNIi ALi kerjai dii crossi border,i Bakamlai 

kerjai berdasari inisiasii informasii intelijeni yangi merekai dapatkan,i 
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masing-i masingi instansii bekerjai berdasari tugasi nyai masing-masingi 

padai wilayahi masing-masing,i namuni salingi sinergi.i Kalaui adai 

pengejarani terhadapi pelakui penangkapani ikani secarai ilegal,i salingi 

dilakukani komunikasii untuki mengetahuii posisii siapai yangi palingi 

dekat,i masing-masingi instansii punyai kapali sendirii dengani cirii 

masing-masingi kapali diwarnaii dengani warnai putihi namuni dengani 

identitasi masing-masingi instansi,i kecualii kapali TNIi dani Polairi yangi 

tetapi bercirikani warnai nyai sendiri.i Satgasi itui padai intinyai hanyalahi 

wilayahi koordinasii doangi sebenarnya,i karenai dulunyai bergeraki 

masing-masing,i dului bahkani adai kesani adai yangi “mengamankan”i 

pelakui penangkapani ikani secarai ilegal.i Ibaratnyai lembagai inii 

mengamankani parai pucuki pimpinan,i jikalaui adai yangi bermain-maini 

bisai langsungi telfoni pucuki pimpinani masing-masingi instansii untuki 

memberii peringatani kepadai yangi nakal,i oknumi nakali sekarangi 

sudahi hilang.i Kemudiani darii PSDKPi dirjeni nyai otomatisi menjadii 

pejabati dii dalami satgasi 115i dani adai sebagiani PNSi yangi 

diperbantukan.i Koordinatori masing-masingi lembagai melibatkani 

pucuki pimpinani masing-masing,i kebijakani presideni langsungi kei 

satgasi 115.i Operasii untuki penangkapani dani penenggelamani kapali 

memakani biayai yangi cukupi besar.i Anggarani Satgasi 115i murnii 

menggunakani DIPAi APBNi KKPi khususi untuki Satgasi 115,i Karenai 

posturnyai adai dii KKPi dani mendapatkani fasilitasi khususi bagii parai 

personilnya.i (Hasili Wawancarai Ibnui Hakami Musais,i 29i Agustusi 

2018) 

Acengi Wahyudii S.Hi selakui Kasii Penanganani Barangi Bukti,i Ditjeni 

PSDKPi KKPi berikuti ini: 

“Masalahi bermanfaati darii sinii tidaknya,i setelahi berlangsungnyai 

pemberantasani penangkapani ikani secarai ilegali dengani 

penenggelaman,i ataui dengani carai peledakan,i itui sangati 

bermanfaati sekalii darii segii memutusi matai rantaii barangi buktii tidaki 

pidanai perikanani yangi dikhawatirkani akani digunakani lagii olehi 

pemiliki ataui orangi yangi memanfaatkan,i biasanyai diai 
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mendapatkannyai dengani carai sebagaii pemenangi lelang.i Barangi 

buktii yangi disitai Negarai adai yangi dilelangi dani adai yangi 

dimanfaatkan,i selamai inii banyaki barangi buktii yangi dilelangi akani 

tetapii begitui dii lelang,i pemenangnyai memangi bukani pihaki asingi 

tetapii orangi Indonesia,i karenai syarat-syarati ikuti lelangi adalahi harusi 

memilikii usahai i bidangi perikanani dii Indonesia,i tetapii hasili lelangi inii 

yangi sudahi dimenangkani i biasanyai dijuali lagii kepadai orangi asingi 

dalami hali inii misalnyai kapali Vietnami dijuali kei Vietnam,i ataui orangi 

Vietnami yangi bukani pemiliki tapii bekewarganegaraani samai untuki 

digunakani kembalii menangkapi ikan.i Berkaitani dengani manfaati bagii 

berkurangnyai penangkapani ikani secarai illegali sangati terasai sekali,i 

kapal-kapali Vietnam,i kapali Thailandi semakini berkurang”i (Hasili 

Wawancarai Acengi Wahyudii S.H,i 31i Oktoberi 2017) 

Direktorati Penanganani Pelanggarani yangi beradai dibawahi Ditjeni 

PSDKPi KKPi yangi masihi memilikii kaitani dengani Satgasi 115i mempunyaii 

tugasi melaksanakani perumusani dani pelaksanaani kebijakan,i penyusunani 

norma,i standar,i prosedur,i dani kriteria,i sertai pemberiani bimbingani teknis,i 

dani evaluasii dii bidangi penanganani pelanggaran.i Dalami melaksanakani 

tugasnya,i Direktorati Penanganani Pelanggarani bekerjai samai dengani 

Satgasi 115i menyelenggarakani fungsii Penyiapani perumusani kebijakani 

dibidangi penanganani pelanggaran,i Penyiapani pelaksanaani kebijakani 

dibidangi penanganani pelanggaran,i Penyiapani penyusunani norma,i 

standar,i prosedur,i dani kriteriai dii bidangi penanganani pelanggaran,i 

Pelaksanaani bimbingani teknisi dibidangi penanganani pelanggaran,i 

Pelaksanaani monitoringi dani evaluasii kegiatani dii bidangi penanganani 

pelanggaran,i dani Pelaksanaani tatai usahai dani rumahi tanggai Direktorat. 

Memahamii lauti merupakani upayai untuki selalui meningkatkani 

pengetahuani dani pemahamani tentangi fungsii dani perani lauti sertai potensii 

yangi terkandungi dii dalamnyai sebagaii ruangi hidupi dani sumberi kehidupani 

bangsai Indonesia.i Sedangkani memanfaatkani lauti adalahi upayai 

pengelolaani secarai bijaksana,i terpadui dani berkelanjutan,i aksii 

Penangkapani Kapali Ikani Asingi yangi memasukii wilayahi lauti Indonesiai olehi 
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Kapali Patrolii Satgasi 115i hasilnyai dapati dirasakani olehi seluruhi rakyati 

Indonesia. 

Terkaiti dengani kebijakani dalami konteksi memberantasi pelakui 

penangkapani ikani secarai ilegali khususnya,i perlui digarisi bawahii sebagaii 

langkahi yangi berdampaki positif.i Tindakani penenggelamani terhadapi kapali 

pelakui Illegali Fishingi yangi tidaki memilikii dokumeni resmii ataui melanggari 

ketentuani hukumi RIi didasarkani padai ketentuani Pasali 69i ayati (1)i dani ayati 

(4)i Undang-Undangi Nomori 45i Tahuni 2009i tentangi Perubahani Atasi 

Undang-Undangi No.i 31i Tahuni 2004i Tentangi Perikanani (UUi Perikanan).i 

Pasali 69i ayati (1)i UUi Perikanani menentukani bahwai kapali pengawasi 

perikanani berfungsii melaksanakani pengawasani dani penegakani hukumi dii 

bidangi perikanani dalami wilayahi pengelolaani perikanani Negarai Republiki 

Indonesia.i Sedangkani Pasali 69i ayati (4)i berbunyi,i dalami melaksanakani 

fungsii sebagaimanai ayati (1)i penyidiki dani ataui pengawasi perikanani dapati 

melakukani tindakani khususi berupai pembakarani dani ataui penenggelamani 

kapali perikanani berbenderai asingi berdasarkani buktii permulaani yangi 

cukup.i Selanjutnyai tindakani pemusnahani merujuki padai ketentuani Pasali 

76i Hurufi Ai UUi Perikanan,i bahwai bendai ataui alati yangi digunakani ataui 

dihasilkani darii pidanai perikanani dapati dirampasi ataui dimusnahkani setelahi 

mendapati persetujuani pengadilan.i Sepertii yangi dikemukakani olehi Prof.i 

Hikmahantoi Juwanai bahwai Pertama,i Tidaki adai negarai dii duniai inii yangi 

membenarkani tindakani warganyai yangi melakukani kejahatani dii negarai 

lain,i kapali asingi yangi ditenggelamkani merupakani kapali yangi tidaki 

memilikii izini untuki menangkapi ikani dii wilayahi Indonesia.i Hali itui dianggapi 

tindakani kriminal.i Artinyai kapali yangi ditenggelamkani sebelumnyai telahi 

melaluii prosesi pengadilani dani telahi berkekuatani hukumi tetapi bahwai yangi 

bersangkutani bersalah.i Kedua,i Tindakani penenggelamani dilakukani dii 

wilayahi kedaulatani dani haki berdaulati Indonesiai (zonai ekonomii eksklusif).i 

Ketiga,i Tindakani penenggelamani dilakukani atasi dasari payungi hukumi 

yangi sahi yaitui Pasali 69i ayati (4)i UUi Perikanani 2009.i Sebelumi tahuni 2009i 

memangi prosesi penenggelamani harusi melaluii putusani pengadilani yangi 

berkekuatani hukumi tetap.i Keempat,i Negarai laini harusi memahamii bahwai 
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Indonesiai dirugikani dengani tindakani kriminali tersebut.i Jikai terusi dibiarkani 

makai kerugiani yangi dialamii akani semakini besar.i Kelima,i Prosesi 

penenggelamani jugai memperhatikani keselamatani darii parai awaki kapal. 

Dalami Rakornasi Satgasi 115i padai tanggali 10i Julii 2017,i Menterii Susii 

menyampaikani bahwai kesalahani manajemeni pengelolaani perikanani 

selamai berpuluh-puluhi tahuni terutamai duai dekadei terakhiri menjadikani 

banyaknyai ribuani kapal-kapali asingi mencurii ikan-ikani kitai secarai ilegal.i 

Hali Inii berdampaki padai menurunnyai stoki ikani menjadii 6,5i jutai toni dalami 

duai dekadei terakhir.i Dengani aksii pemberantasani penangkapani secarai 

ilegali memberikani dampaki positifi terhadapi peningkatani stoki ikani menjadii 

12,5i jutai ton,i kemudiani nilaii stoki ikani kitai naiki menjadii 6,5i miliari dolar.i 

Lebihi lanjuti hali positifi lainnyai angkai impori ikani Indonesiai menuruni sebesari 

80i persen.i Inii menjelaskani bahwai adanyai peningkatani hasili tangkapani 

nelayani ataui pengusahai kapali Indonesia. 

Menilaii prestasii yangi diberikani pihaki satgasi 115,i Menterii 

Koordinatori Politik,i Hukum,i dani Keamanani (Menkopolhukam),i Wirantoi 

yangi hadiri mewakilii Bapaki Presideni RIi padai Rakornasi tersebuti 

memberikani apresiasi.i Menkopolhukami memintai agari kasusi kejahatani inii 

menjadii prioritasi satgas.i Taki hanyai itu,i Wirantoi memintai agari satgasi jugai 

berfokusi menghentikani tindaki pidanai illegali fishingi dengani menangkapi 

otaki darii pelakunya,i yangi manai menkopolhukami meyakini apabilai aktori 

intelektuali belumi tertangkap,i makai kejahatani akani berpotensii terusi terjadi.i 

Kinerjai Satgasi Pencapaiani kinerjai Satgasi 115i i tidaki terlepasi darii sinergitasi 

yangi baiki antari kelimai lembagai pemerintahi yaknii Kementeriani Kelautani 

dani Perikanani (KKP),i TNIi AL,i Polri,i Kejaksaani Agungi dani Badani 

Keamanani Lauti (BAKAMLA)i dalami bekerjai samai memberantasi pencuriani 

ikani ilegali dii perairani Indonesia.i Untuki mewujudkani kedaulatani lauti untuki 

keberlanjutani kesejahteraani masyarakat,i makai pentingi adanyai 

kekompakani dani kerjai samai yangi sangati baik,i yaknii kebersatuani antari 

aparat,i antari lembaga,i antari instansii dii lapangani yangi ditemukani dalami 

tubuhi Satgasi 115. 

http://satgas115.id/
http://satgas.id/
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Edwardi IIIi mengajukani pendekatani masalahi implementasii dengani 

terlebihi dahului mengemukakani duai pertanyaani pokok,i yaknii faktori apai 

yangi mendukungi keberhasilani implementasii kebijakani dani faktori apai yangi 

menghambati keberhasilani implementasii kebijakan.i Berdasarkani keduai 

pertanyaani tersebuti dirumuskani empati faktori yangi merupakani syarati 

utamai keberhasilani prosesi implementasi,i yaknii komunikasi,i sumberi daya,i 

sikapi birokrasii ataui pelaksanai dani strukturi organisasi,i termasuki tatai alirani 

kerjai birokrasi.i Empati faktori tersebuti menjadii kriteriai pentingi dalami 

implementasii suatui kebijakan. 

1. Komunikasii merupakani tolaki ukuri seberapai jauhi kebijakani dalami 

bentuki suatui peraturani telahi disampaikani secarai jelasi dengani 

interpretasii yangi samai dani dapati dilakukani secarai konsisteni dengani 

aparati pelaksanai peraturani tersebut.i Dalami hali kebijakani 

pembentukani Satuani Tugasi 115,i Satuani Tugasi melakukani komunikasii 

secarai internali dengani satuani asal,i pihaki masyarakati yaknii nelayani 

maupuni stakeholderi lain,i melaluii instansii asali unsuri pembentuki yangi 

membentuki Satuani Tugasi 115i melakukani pemberitahuani akani 

informasii larangani penangkapani ikani secarai illegali baiki kepadai 

nelayani untuki dapati membantui Satuani Tugasi 115i dalami menjalankani 

tugasnya,i maupuni peringatani kepadai parai pelanggari atasi pelanggarani 

penangkapani yangi merekai lakukani secarai ilegali dalami hali inii pelakui 

penangkapani ikani secarai ilegal,i sehinggai dapati menjadii perhatiani 

masyarakati khususnyai masyarakati pesisiri dani perbatasani akani 

konsekuensii bagii yangi melakukani pelanggarani sebagaimanai yangi 

disebutkan”i (Hasili Wawancarai Satuani Tugasi 115,i 30i Agustusi 2018).i 

Darii wawancarai tersebuti dapati disimpulkani bahwai darii Satuani Tugasi 

115i sendirii telahi melakukani fungsii komunikasii bagii yangi melanggari 

ataui melakukani tindaki pidanai penangkapani ikani secarai illegali dii 

wilayahi Indonesia,i akani tetapii tingkati pemahamani masyarakati 

mengenaii kebijakani tersebuti tentui harusi adai lembagai surveii yangi 

melakukani riseti secarai mendalam,i sehinggai dapati diketahuii 

bagaimanai masyarakati memahamii kebijakani tersebuti sehinggai 
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kebijakani pembentukani satgasi 115i dalami pemberantasani 

penangkapani ikani secarai illegali dapati dipahamii olehi masyarakati 

sehinggai kesadarani hukumi masyarakati Indonesiai semakini meningkat. 

2. Sumberi dayai adalahi faktori pentingi untuki implementasii kebijakani agari 

efektif.i Tanpai sumberi daya,i kebijakani hanyai tinggali dii kertasi menjadii 

dokumeni saja.i Dalami menjalankani kebijakani pembentukani Satuani 

Tugasi 115i tentui terdapati sumberi dayai yaknii sumberi dayai manusiai 

(SDM).i Satuani Tugasi 115i sebagaii lembagai yangi ditelurkani darii tindaki 

lanjuti Peraturani Presideni Nomori 115i Tahuni 2015i tentangi Satuani 

Tugasi Pemberantasani Penangkapani Ikani secarai Ilegali (Illegali 

Fishing).i Satuani Tugasi bertugasi mengembangkani dani melaksanakani 

operasii penegakani hukumi dalami upayai pemberantasani penangkapani 

ikani secarai ilegali dii wilayahi lauti yurisdiksii Indonesiai secarai efektifi dani 

efisieni dengani mengoptimalkani pemanfaatani personili dani peralatani 

operasii meliputii kapal,i pesawati udara,i dani teknologii lainnyai yangi 

dimilikii olehi KKP,i TNIi AL,i POLRI,i Kejaksaani Agung,i Badani Keamanani 

Laut.i Satuani Tugasi 115i dinilaii telahi melakukani terobosani penegakani 

hukumi dengani menerapkani pendekatani "multidoor"i (multi-rezim)i dalami 

penanganani kasusi tindaki pidanai perikanan.i Dalami menerapkani 

multidoor,i parai penyidiki Satgasi 115i tidaki hanyai menggunakani UUi 

Perikanani tetapii jugai UUi Pelayaran,i KUHP,i UUi Karantinai Ikan,i UUi 

Tindaki Pidanai Perdangangani Orang,i UUi Ketenagakerjaan,i dani UUi 

Administrasii Kependudukan.i Selaini itu,i Satgasi 115i tidaki hanyai 

mengejari pelakui dii lapangani sepertii nakhoda/fishingi master,i tetapii jugai 

menjerati korporasii sebagaii pelakui tindaki pidanai ataui melaluii 

mekanismei legali yangi disebuti sebagaii "corporatei criminali liability".i 

(Kuliahi Umumi Unhani 2i Agustusi 2017). 

Selaini itui dalami temuani dilapangan,i penelitii menemukani bahwai 

kendalai dalami poini sumberi dayai inii adalahi perlunyai costi yangi ekstrai 

dalami melakukani maintancei terhadapi kapal-kapali yangi disitai dani 

menunggui hasili keputusani pengadilan.i  
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3. Disposisii merupakani wataki dani karakteristiki ataui sikapi yangi dimilikii 

olehi implementori sepertii komitmen,i kejujuran,i sifati demokratis.i Apabilai 

implementori memilikii disposisii yangi baik,i makai diai akani dapati 

menjalankani kebijakani dengani baiki sepertii apai yangi diinginkani olehi 

pembuati kebijakan.i Ketikai implementori memilikii sifati ataui perspektifi 

yangi berbedai dengani pembuati kebijakan,i makai prosesi implementasii 

kebijakani jugai menjadii tidaki efektif.i Dalami hali inii pembuati kebijakani 

adalahi Pemerintah,i sedangkani implementori yangi dimaksudi adalahi 

Satgasi 115i dibawahi arahani langsungi Komandani Satgasi Ibui Susii 

Pudjiastuti.i Sebagaii Pemerintah,i Presideni Jokoi Widodoi 

mencanangkani visii barui dii bidangi maritim,i menempatkani lauti sebagaii 

masai depani bangsai dani dikemasi kei dalami semangati Nawai Citai dani 

melaluii Satgasi 115i yangi adanyai olehi karenai Pemerintah,i sebagaii 

salahi satui implementori telahi melakukani tugasnyai dengani terusi 

melakukani aksii penenggelamani kapali dalami rangkai membuati parai 

pelakui penangkapani ikani secarai ilegali jerai sehinggai berpikiri ulangi 

untuki kembalii melakukani penangkapani ikani secarai ilegali tentui sajai 

dengani dibantui olehi instansii lainnyai yangi berwenangi dani tergabungi 

dalami Satgasi 115.i  

4. Strukturi Birokrasi.i Salahi satui darii aspeki strukturi yangi pentingi darii 

setiapi organisasii adalahi adanyai proseduri operasii yangi standari 

(standardi operatingi procedures)i ataui SOP.i SOPi mungkini 

mengahalangii implementasii kebijakani barui yangi membutuhkani cara-

carai kerjai ataui tipe-tipei personili barui untuki melaksanakani kebijakan.i 

Semakini besari kebijakani membutuhkani perubahani dalami carai lazimi 

darii suatui organisasi,i semakini besari pulai SOPi menghambati 

implementasi.i Namuni SOPi jugai memilikii manfaati dimanai organisasii 

dengani proseduri perencanaani yangi baiki dani controli yangi sejalani 

dengani programi yangi memungkinkan,i akani lebihi dapati menyesuaikani 

dengani tanggungi jawabi yangi barui daripadai birokrasii tanpai mempunyaii 

cirii tersebut. 
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4.2.2 Dampaki Kebijakani Pembentukani Satuani Tugasi 115i Untuki 

Meningkatkani Keamanani Maritimi dii Indonesia 

Dampaki kebijaki pembentukani Satgasi erati berkaitani dengani tujuani 

meningkatkani volumei dani nilaii produksii perikanani nasionali darii 

sumberdayai ikani dani noni sumberdayai ikan.i Dimana,i totali targeti PNBPi 

perikanani yangi ditetapkani dalami APBNi 2005-i 2013i tidaki pernahi melebihii 

Rpi 300i miliar.i Adapuni realisasii PNBPi yangi berasali darii perikanani tangkapi 

cenderungi stagnani sejaki tahuni 2009i yaknii sebesari Rpi 150i miliar.i Terkaiti 

dengani hali itu,i Satgasi 115i berupayai secarai tidaki langsungi untuki 

mengimplementasikani berbagaii kebijakani untuki mendorongi peningkatani 

PNBPi sektori perikanani dengani fokusi padai pemberantasani penangkapani 

ikani secarai ilegal.i Setidaknyai terdapati potensii peningkatani PNBPi sebesari 

Rpi 25i Triluni pertahuni yangi belumi termanfaatkani darii sumberdayai ikani dani 

noni sumberdayai ikan.i Nilaii potensii tersebuti akani dibebankani kepadai kapali 

berbenderai asingi dii atasi 30i Grossi Toni (GT)i yangi beroperasii dii perairani 

Indonesia.i  

Inisiatifi tersebuti diutarakani olehi Menterii Kelautani dani Perikanani 

Susii Pudjiastuti.i Hali itui ditempuhi sebagaii upayai pemerintahi dalami 

mengembalikani uangi negarai yangi hilang.i Setidaknya,i sektori kelautani dani 

perikanani telahi menghabiskani uangi negarai sekitari Rpi 18i triliuni setiapi 

tahunnya.i Nilaii tersebuti dipakaii untuki operasionali pengembangani sektori 

kelautani dani perikanani berupai anggarani KKPi sekitari Rpi 6,5i triluni sertai 

subsidii Bahani Bakari Minyaki (BBM)i untuki perikanani sebesari Rpi 11,5i 

triliun.i Saati ini,i darii 5.329i kapali besari bertonasei dii atasi 30i GTi yangi 

beroperasii dii wilayahi perairani Indonesia,i 20i perseni diantaranyai kapali 

berbenderai asing.i Selamai ini,i setiapi kapali hanyai berkontribusii sebesari Rpi 

90i jutai melaluii pembayarani retribusii perizinani kapali penangkapani ikan.i 

Padahali dalami sekalii melaut,i setiapi kapali dapati menghasilkani ikani hinggai 

2000i ton.i (kkp.go.id)i  

Dalami pelaksanaani penegakani hukumi pelakui penangkapani ikani 

secarai illegal,i terdapati permasalahani yuridisi yaitu:i  
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1. Ketiadaani aturani hukumi terkaiti pidanai penggantii dendai terhadapi 

terpidanai wargai negarai asingi pelakui tindaki pidanai illegali fishingi dii 

ZEEi Indonesia;i dani  

2. Pengaturani hukumi terkaiti citrai digitali sateliti ataui citrai radari sebagaii 

buktii hukumi yangi sahi dalami pembuktiani dii Pengadilan,i yangi dapati 

mempermudahi dalami prosesi pembuktian. 

Perumusani kebijakani melibatkani identifikasii dani analisisi darii 

berbagaii tindakani yangi meresponi suatui masalah.i Setiapi solusii yangi 

mungkini dilakukani dinilaii darii sejumlahi faktori sepertii efektifitas,i biayai 

potensial,i sumberi dayai yangi dibutuhkani dalami implementasi,i konteksi 

politiki dani dukungani masyarakat.i Setiapi kebijakani yangi dihasilkani 

mewakilii hasili akhiri keputusani mengenaii solusii terbaiki untuki mencapaii 

tujuani tersebut.i Sepertii yangi dikemukakani sebelumnya,i langkah-langkahi 

pembuatani kebijakani antarai lain: 

1. Memilihi Tujuan.i Tujuani dalami hali pembentukani kebijakani inii adalahi 

untuki melakukani pemberantasani terhadapi pelakui Illegali Fishingi dii 

wilayahi perairani yurisdiksii Indonesia.i Berdasarkani hasili penelitiani 

yangi dilakukani olehi Badani Penelitiani dani Pengembangani Kelautani 

dani Perikanani (Balitbangi KP),i Universitasi Diponegoroi (UNDIP),i 

Universitasi Padjajarani (UNPAD),i Instituti Pertaniani Bogori (IPB),i 

Universityi ofi Hawai’ii dani Universityi ofi Californiai Santai Barbarai 

(UGSB)i padai tahuni 2016,i kebijakani pemberantasani IUUi Fishingi 

padai rezimi Presideni Jokoi Widodoi telahi menurunkani eksploitasii lauti 

setidaknyai sebesari 30-35i persen.i Hasili penelitiani inii diperkuati 

dengani adanyai peningkatani potensii lestarii (maximumi Sustainabilityi 

yield/MSY)i sumberi dayai ikani dii WPP-RIi darii 7,3i toni dii tahuni 2013i 

menjadii 9,93i jutai toni dii tahuni 2015i dani meningkati lagii hinggai 12,54i 

jutai toni padai 2016. 

2. Identifikasii Target.i Salahi satui carai untuki mengidentifikasii targeti 

yaitui melaluii Keputusani Menterii Nomori 76/KEPMEN-KP/2014i 

Tahuni 2014i yangi bertugasi melakukani analisisi dani evaluasii (anev)i 

kapali perikanani yangi pembangunannyai dilakukani diluari negerii (eksi 
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asing),i sertai melakukani pemantauani dani evaluasii terhadapi 

pelaksanaani penegakani hukumi terhadapi kejahatani perikanani dii 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Menentukani Carai (Ways); 

Adai limai kebijakani utamai yangi cukupi memberikani warnai tersendirii 

bagii pembangunani sektori kelautani dani perikanani yaitu:i  

a. Pertama,i membukai datai semuai kapali ikani dii interneti sehinggai 

semuai dapati diaksesi olehi setiapi orang,i apakahi kapali ikani 

memilikii surati resmii ataui tidak.i  

b. Kedua,i kegiatani bongkari alihi muatani dii tengahi lauti 

(transhipment)i yangi memangi dilarang,i dipantaui secarai ketat.i  

c. Ketiga,i kegiatani penanganani illegali fishingi lebihi diarahkani padai 

upayai pencegahani dani kebijakani yangi membuati pelakui menjadii 

jera.i Antarai laini dengan,i tangkapi dani bakar,i bekerjasamai 

dengani aparati keamanani dii laut.i  

d. Keempat,i bagii kapali ikani yangi tidaki memasangi alati pemantaui 

pergerakani kapali ataui vesseli monitoringi systemi (VMS)i dalami 

jangkai waktui 1x24i jam,i makai akani langsungi ditindak.i  

Statusi &i Tindaki Lanjuti Kapali yangi Pembangunannyai dii Luari Negeri 
Sampaii –i Th.i 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1605i Kapali 

Eksi Asing 

473i :i Belumi Anev 

1132i :i Belumi Anev 

Masihi dii RI 

Keluari darii RI 

253i :i Penegakani Hukum 

836i Dihimbaui Registrasi 

43i Kapali Angkuti Asing 

Gambari 4.1i Bukui Lauti Masai Depani Bangsa,i KKPi RI 
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e. Kelima,i KKPi jugai melakukani upayai penenggelamani sesuaii 

dengani UUi Nomori 45i ayati 69.i  

f. Dan,i keenam,i semuai inii mengacui FAOi codei ofi conducti fori 

responsiblei andi sustainablei fisheriesi yangi telahi membentuki 

sebuahi rezimi internasionali yangi mengaturi tentangi polai perilakui 

penangkapani ikani yangi bertanggungi jawab,i pengelolaani dani 

pengembangani sumberi dayai hayati.i Polai perilakui tersebuti 

disusuni dengani merujuki pasali UNCLOSi 1982. 

4. Merancangi Programi (terukur:i target,i biayai dani pembiayaani dengani 

melihati isu-isui politik);i Dalami rangkai upayai mengamankani 

kekayaani negarai pemerintahi memilikii Komitmeni yangi telahi 

tercantumi dalami “Nawacita”,i yaitui “pemberantasani illegal,i 

unregulatedi dani unreportedi fishingi (IIU)”.i Untuki mencapainya,i makai 

sejumlahi arahi kebijakani strategisi yangi dikeluarkan,i antarai lain,i 

adalah:i  

a. Penguatani Lembagai Pengawasani Laut,i dengani cara:i  

1) Pembentukani Badani Keamanani Lauti (Bakamla)i sebagaii 

satui lembagai yangi mengintegrasikani pengawasani kegiatani 

dii laut,i termasuki illegali fishingi dani pengembangani SOPi 

pengawasani dii laut;i Penguatani dani integrasii sistemi 

pengawasani berjenjangi (Lembaga-Pemda-Masyarakat)i 

Penguatani kelembagaani pengawasi dii tingkati daerahi 

(provinsi,i kabupaten,i desa);i  

2) Peningkatani kualitasi dani kuantitasi SDMi pengawasi lauti dani 

perikanani termasuki Penyidiki Pegawaii Negerii Sipili Perikanani 

(PPNS);i  

3) Pengembangani sistemi penindakani cepati dani terpadu.i  

b. Penguatani Saranai Sistemi Pengawasani Perikanani melalui:i  

1) Optimalisasii pelaksanaani MCSi (Monitoring,i Control,i 

Surveillance)i dalami pengelolaani perikanan,i dani 

menyelenggarakani pengawasani dii lauti dalami satui sistemi 

pengawasani yangi terpadu;i  
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2) Meningkatkani dani menambahi stasiuni pengawasi (radar)i 

dan/ataui sistemi lain,i yangi terintegrasii dengani VMSi (Vesseli 

monitoringi system)i terutamai dii titik-titiki pintui masuknyai 

kapal-kapali perikanani asingi kei Indonesiai (sepertii Selati 

Malaka,i Lauti Natuna);i  

3) Mewajibkani pemasangani transmitteri VMSi bagii kapali 

berukurani 30i GTi kei atasi sertai menjadikani datai VMSi sebagaii 

alati buktii dalami penegakani hukum;i  

4) Peningkatani frekuensii pengawasani dengani menambahi 

jumlahi kapali patrolii (penjagaani lauti dani pantai)i sertai 

koordinasii antari negara;i  

5) Memperkuati saranai dani prasarana/instrumeni pengawasani 

masyarakati (Pokmas),i dengani melengkapii saranai dani 

prasaranai pengawasannya.i  

Menerapkani ukurani dani menilaii dampak.i Aturani mengenaii 

proseduri penegakkani hukumi atasi pelakui Illegali Fishingi dii Lauti 

Pedalaman,i Perairani Kepulauani dani Lauti Teritoriali tidaki dibahasi secarai 

khususi dalami UNCLOSi 1982.i Akani tetapii apabilai kitai kajii bahwai haki 

negarai laini atasi perairan-perairani tersebuti hanyalahi Haki Lintasi (Lintasi 

Damaii untuki Lauti Teritoriali dani Lintasi ALKIi untuki Perairani Kepulauan),i 

makai setiapi pelanggarani atasi ketentuani haki lintasi tersebuti merupakani 

haki negarai pantaii (Indonesia)i untuki menegakkanyai sesuaii peraturani 

perundang-undangan. 

Presideni melaluii Perpresi 115i Tahuni 2015i telahi mengambili 

kebijakani tegasi untuki memberantasi penangkapani ikani secarai ilegal.i Salahi 

satui tindakani tegasi tersebuti adalahi penenggelamani kapali asingi sebagaii 

langkahi nyatai dalami implementasii aturani didalami UUi No.i 45i Tahuni 2009i 

tentangi Perikanan.i Tindakani penenggelamani kapali merupakani aksii 

negarai dalami memberantasi kegiatani perikanani secarai illegali dani dii 

sampingi itui untuki memberikani efeki jerai sertai meningkatkani efeki 

detterencei ataui dayai tangkali terhadapi pelanggarani wilayahi yangi dapati 

merugikani dani mengancami kedaulatani negara.i  
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Dampaki positifi pemberantasani penangkapani ikani secarai illegali 

bagii peningkatani keamanani maritim,i salahi satunyai dilihati darii 

meningkatnyai sumberi dayai perikanani dani potensii kelautani dani perikanani 

dii Indonesiai dapati dilihati darii beberapai aspeki sepertii PDBi sektori 

perikanani 1.239.591,80i milyari (2017),i produksii perikanani tangkapi 

5.435.633i toni (2012),i nilaii ekspori hasili perikanani US$1.000:2.092.302,01i 

(2016),i dani produksii perikanani tangkapi dii lauti menuruti alati tangkapi 

dengani rinciani jaringi lingkari 1.177.615,i pukati tariki 690.629,i pukati helai 

324.880,i penggaruki 124.495,i jaringi angkati 494.561,i jaringi insangi 

1.394.473,i perangkapi 307.802,i pancingi 1.468.744,i dani alati penjepiti 

54.455. 

Berdasarkani datai yangi dirilisi olehi Ditjeni PSDKPi KKPi (2016)i sampaii 

bulani Februarii 2016i telahi 153i Kapali Ikani ditenggelamkan,i untuki kapali 

asingi berjumlahi 139i Kapali meliputii 20i Kapali Ikani darii Malaysia,i 43i darii 

Filipina,i 1i darii RRT,i 21i darii Thailand,i 50i darii Vietnam,i 2i darii Papuai Nugini,i 

1i darii Belize,i 1i Nigeria. 

 
 

Tabeli 4.2i Penangkapani Kapali Pelakui Tindaki Pidanai dii Bidangi Perikanani hinggai 2016 
(Sumber:i PSDKP,i 2016) 

Negara Jumlah 

Malaysia 20 

Filipina 43 

RRT 1 

Thailand 21 

Vietnam 50 

Papuai Nugini 2 

Belize 1 

Nigeria 1 
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Padai Mareti 2017i tercatati adai 294i kapali yangi ditangkapi terkaiti 

dugaani penangkapani ikani secarai ilegali dengani rinciani Kapali Indonesiai 

(116)i dani Kapali Asingi (66),i berbenderai Indonesiai (116),i Malaysiai (6),i 

Vietnami (54),i Filipinai (5)i dani Taiwani (1).i Pemerintahi melaksanakani 

kebijakani berupai peledakani dani penenggelamani kapali yangi melanggari 

ketentuani dani melakukani penangkapani ikani secarai ilegal.i 

Penenggelamani inii sebagaii Deterencei Effecti bagii parai pelakui 

penangkapani ikani secarai ilegal.i Peri Aprili 2017,i Satgasi 115i telahi 

menenggelamkani 317i kapali ikani pelakui IUUi Fishing.i Darii kapal-kapali 

yangi ditenggelamkan,i sebanyaki 296i kapali berbenderai asingi yaitui Vietnami 

142,i Filipinai 76,i Malaysiai (50),i Thailandi (21),i Papuai Nuginii (2),i Tiongkoki 

(2),i Belizei (2)i dani satui kapali tanpai benderai kebangsaan. 

 

Tabeli 4.3i Penenggelamani Kapali Pelakui Tindaki Pidanai dii Bidangi Perikanani peri Aprili 
2017 

Jumlahi Kapal 139 

Negara Jumlah 

Vietnam 142 

Filipina 76 

Malaysia 50 

Thailand 21 

Papuai Nugini 2 

RRT 2 

Belize 2 

Noni Statei  1 

Jumlahi Kapal 296 
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(Sumber:i Bukui Lauti Masai Depani Bangsa,i KKPi 2017) 

Satuani Tugasi 115i dibawahi kepemimpinani Komandani Ibui Susii 

Pudjiastutii sejaki awali fokusi mengembalikani kedaulatani Indonesiai dii laut.i 

Mulaii darii mengusiri dani memberikani efeki jerai (penenggelamani kapal)i 

padai pekerjaani dani bisnisi mereka.i Hali tersebuti diwujudkani dengani 

memerangii prakteki penangkapani ikani secarai illegali sesuaii tujuani lembagai 

inii dibentuk,i menindaktegasi parai pelakui dani menegakkani hukumi dii laut.i 

Sebagaii bentuki keseriusannya,i Satgasi jugai bertugasi melakukani analisai 

dani evaluasii ataui ujii kepatuhani darii perusahani perikanani dani parai pemiliki 

kapali eksi asing.i Dalami hali peraturan,i jugai telahi dilakukani penghentiani 

sementarai (moratorium)i perizinani kapali eksi asingi yangi saati inii memasukii 

tahapi keduai (Permeni KPi Nomori 10i Tahuni 2015). 

Nelayani asingi yangi melakukani penangkapani ikani secarai ilegali inii 

menangkapi ikani dii lauti Indonesiai secarai besar-besarani dani dengani carai 

yangi dapati merusaki habitati ikani dii dalami lauti sepertii menangkapi ikani 

menggunakani bom.i Hali inii menyebabkani kerugiani besari bagii Indonesia.i 

Untuki mengatasii masalahi tersebuti pemerintahi Indonesiai khususnyai 

Komandani Satgasi 115i yangi jugai menterii Kelautani dani Perikanani 

menerapkani kebijakani berupai sanksii peledakani dani penenggelamani 

kapali nelayani asingi yangi masuki kei Indonesiai untuki melakukani 

penangkapani ikani secarai ilegal. 

“Nelayani lokali menilaii kebijakani pembentukani Satgasi 115i sangati 

berdampaki baiki bagii berkurangnyai pencuriani ikani ataupuni 

penangkapani ikani secarai ilegali yangi kerapi terjadii karenai ulahi 

nelayani asing.i Hali tersebuti kamii anggapi sebagaii sebuahi upayai 

yangi baik,i stoki ikani menjadii meningkat,i hali inii sangati kamii rasakani 

manfaatnyai terhadapi nelayani dikarenakan.i Penenggelamani yangi 

dilakukani olehi Satgasi 115i kamii rasai memberii memilikii efeki jerai 

bagii nelayan-nelayani asingi yangi melakukani penangkapani ikani 

secarai ilegali dii perairani Indonesia.i Bukani hanyai itu,i berkurangnyai 

pelakui penangkapani ikani secarai ilegali membuati daerahi tangkapani 

nelayani Indonesiai semakini besari dani meningkatkani potensii 
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pendapatani parai nelayan.i Olehi karenai itui HNSIi sebagaii wadahi 

pengumpuli informasii parai nelayani yangi tersebari dii 34i Provinsii 

menyatakani setujui dengani adanyai kebijakani pembentukani Satgasi 

115i untuki melakukani pemberantasani penagkapani ikani secarai 

illegali dengani metodei penenggelamani kapali yangi mampui mengusiri 

nelayani asingi yangi seringi melakukani tindaki pidanai perikanan.i 

Sebenarnyai nelayani Indonesiai seringkalii berpapasani dengani 

nelayani asingi akani tetapii terkadangi dengani boboti kapali Indonesiai 

yangi tidaki sebandingi dengai boboti kapali nelayani asing,i cenderungi 

mengalahi dani mencarii titi-titiki penangkapani ikani lain.i Sehinggai 

adanyai kebijakani inii membuati nelayani bisai menangkapi ikani dani 

tidaki kehabisani stocki ikani dii titik-titiki penangkapani ikani tertentu.i 

Akani tetapi,i selaini hali tersebuti kamii mengharapi bantuani 

pemerintahi bagii nelayan-nelayani kami,i karenai kapali yangi nelayani 

kamii milikii kebanyakami berkapasitasi kecili dii angkai 10i GT,i 

sedangkani untuki dapati memanfaatkani hasili lauti dengani baiki padai 

perairani yangi berpotensii besari kamii memerlukani kapal-kapali yangi 

besari nyai sekitari 200i GTi untuki menjangkaui perairani dalami yangi 

selamai inii banyaki disentuhi nelayani ilegali asing,i hali inii merupakani 

potensii besari bagii nelayani kita,i karenai manfaati pemberantasani 

penangkapani ikani secarai ilegali olehi Satgasi 115i kamii rasakani dapati 

mengusiri parai nelayani asing,i sekarangi kamii harapkani bantuani 

pemerintahi agari kamii dapati memanfaatkani potensii ekonomii 

nelayani dani meningkatkani pendapatani nasionali darii hasili lauti 

secarai baik.”i (Hasili wawancarai Dr.i Ir.i Antoni Leonard,i 29i Agustusi 

2018)i i  
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BABi 5 
KESIMPULANi DANi REKOMENDASI 

 
5.1 Kesimpulan 

1. Implementasii pembentukani Satuani Tugasi 115i mendapati dukungani 

darii berbagaii lembagai satuani pembentuki Satuani Tugasi yangi terdirii 

darii KKP,i TNIi AL,i BAKAMLA,i Kejaksaani RIi dani Kepolisiani RIi dalami 

menjalankani tugasi pemberantasani penangkapani ikani secarai 

illegal.i Salahi satui carai pemberantasani adalahi dengani 

penenggelamani kapali pelakui penangkapani ikani secarai illegal,i 

setelahi melaluii prosesi peradilan.i Satgasi 115i merupakani lembagai 

yangi mengkoordinasikani lembaga-lembagai yangi adai didalamnya,i 

dimanai masing-masingi lembagai beroperasii secarai sendiri,i namuni 

tetapi dalami kerangkai koordinasii Satgasi 115i dani beroperasii dengani 

menggunakani anggarani khususi Satgasi 115. 

2. Pembentukani Satuani Tugasi 115i membawai dampaki baiki dalami 

meningkatkani keamanani maritimi Indonesiai khususnyai bagii 

peningkatani sumberi dayai perikanani Indonesia,i hali inii terbuktii darii 

PDBi sektori perikanani Indonesiai yangi terusi meningkati mulaii darii 

tahuni 2015i sampaii dengani saati ini,i dengani adanyai pemberantasani 

penangkapani secarai ilegali memberikani dampaki positifi terhadapi 

peningkatani stoki ikani menjadii 12,5i jutai ton,i kemudiani nilaii stoki ikani 

kitai naiki menjadii 6,5i miliari dolar.i Lebihi lanjuti hali positifi lainnyai 

angkai impori ikani Indonesiai menuruni sebesari 80i persen.i Inii 

menjelaskani bahwai adanyai peningkatani hasili tangkapani nelayani 

ataui pengusahai kapali Indonesia. 

 

5.2 Rekomendasi 

Rekomendasii yangi penulisi berikani terhadapi penelitiani inii terbagii 

duai yaitu,i rekomendasii teoritisi yangi berhubungani dengani penelitiani 

selanjutnyai dani rekomendasii praktisi yangi berhubungani dengani langkahi 

yangi dapati diambili olehi pemerintah.i Rekomendasi-rekomendasii tersebuti 

adalahi sebagaii berikut: 

72 
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5.2.1 Rekomendasii Teoretis 

a. Melakukani penelitiani lebihi mendalami tentangi arahi evaluasii dani 

kinerjai pembentukani jangkai panjangi Satgasi 115,i karenai 

bermanfaati sebagaii gambarani jikai akani diadakani penelitiani 

selanjutnyai mengenaii arahi kinerjai Satgasi 115i dalami jangkai 

panjang,i apakahi akani terusi diperkuati ataui justrui hanyai diadakani 

sementarai dalami rentangi waktui yangi pendek. 

b. Melakukani penelitiani lebihi lanjuti terkaiti polai operasii Satgasi 115i 

secarai mendetil,i mengkajii apai yangi perlui ditingkatkani dani 

bagaimanai mensinergikani antari lembagai secarai lebihi komprehensifi 

dalami hali operasii dii lapangan. 

c. Melakukani penelitiani lebihi lanjuti mengenaii kesiapani armadai darii 

masing-masingi lembagai Satgasi 115i sebagaii modali infrastrukturi 

pemberantasani penangkapani ikani secarai ilegali dii perairani 

Indonesia. 

d. Melakukani penelitiani lebihi lanjuti mengenaii perani nelayani dani 

Satgasi 115i berkaitani dengani fungsii pengawasani masyarakati dalami 

hali inii nelayani dalami turuti membantui melakukani pemberantasani 

penangkapani ikani secarai ilegal. 

e. Melakukani penelitiani lebihi lanjuti terkaiti dengani penilaiani efektivitasi 

terhadapi implementasii Satgasi 115i (capaiani kesuksesani Satgasi 115i 

dengani indikatori yangi terukuri dani dapati dipertanggungjawabkan). 

 

5.2.1 Rekomendasii Praktis 

a. Dalami implementasii pembentukani Satuani Tugasi 115,i 

pemberantasani penangkapani ikani secarai ilegali dengani carai 

penangkapani dani penenggelamani kapal,i perlui terusi disesuaikani 

dengani kondisii Negarai Indonesia.i makai sarani penelitii adalahi 

mengenakani gantii rugii terhadapi pelakui penangkapani ikani secarai 

ilegal.i  
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b. Pembentukani Satgasi 115i dalami pemberantasani penangkapani ikani 

secarai ilegali menimbulkani dampaki positifi bagii sumberi dayai 

perikanani Indonesiai harusi dimanfaatkan,i salahi satunyai dengani 

carai terusi meningkatkani ekspori bidangi kelautani dani perikanani 

sehinggai Indonesiai tetapi mendapatkani keuntungani darii sektori 

kelautani dani perikanan. 
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WAWANCARA DENGAN SEKJEN HIMPUNAN NELAYAN SELURUH 

INDONESIA (HNSI) 

METODE : WAWANCARA VIA TELEPON 

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2018 

NARASUMBER : Dr. Anton Leonard (SEKJEN HNSI) 

Pertanyaan 1: 

Bagaimana HNSI sebagai wadah perhimpunan nelayan melihat dibentuknya 

Satgas 115 untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal? 

Nelayan lokal menilai kebijakan pembentukan Satgas 115 sangat berdampak 

baik bagi berkurangnya pencurian ikan ataupun penangkapan ikan secara ilegal 

yang kerap terjadi karena ulah nelayan asing. Hal tersebut kami anggap sebagai 

sebuah upaya yang baik, stok ikan menjadi meningkat, hal ini sangat kami 

rasakan manfaatnya terhadap nelayan dikarenakan. Penenggelaman yang 

dilakukan oleh Satgas 115 kami rasa memberi memiliki efek jera bagi nelayan-

nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan 

Indonesia. Bukan hanya itu, berkurangnya pelaku penangkapan ikan secara 

ilegal membuat daerah tangkapan nelayan Indonesia semakin besar dan 

meningkatkan potensi pendapatan para nelayan. Oleh karena itu HNSI sebagai 

wadah pengumpul informasi para nelayan yang tersebar di 34 Provinsi 

menyatakan setuju dengan adanya kebijakan pembentukan Satgas 115 untuk 

melakukan pemberantasan penagkapan ikan secara illegal dengan metode 

penenggelaman kapal yang mampu mengusir nelayan asing yang sering 

melakukan tindak pidana perikanan. Sebenarnya nelayan Indonesia seringkali 

berpapasan dengan nelayan asing akan tetapi terkadang dengan bobot kapal 

Indonesia yang tidak sebanding denga bobot kapal nelayan asing, cenderung 

mengalah dan mencari titi-titik penangkapan ikan lain. Sehingga adanya 

kebijakan ini membuat nelayan bisa menangkap ikan dan tidak kehabisan stock 

ikan di titik-titik penangkapan ikan tertentu.. 

Pertanyaan 2: 
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Apa harapan HNSI kepada pemerintah kedepannya dengan adanya 

pemberantasan ikan secara ilegal yang ditegaskan melalui Satgas 115? 

Akan tetapi, selain hal tersebut kami mengharap bantuan pemerintah bagi 

nelayan-nelayan kami, karena kapal yang nelayan kami miliki kebanyakam 

berkapasitas kecil di angka 10 GT, sedangkan untuk dapat memanfaatkan hasil 

laut dengan baik pada perairan yang berpotensi besar kami memerlukan kapal-

kapal yang besar nya sekitar 200 GT untuk menjangkau perairan dalam yang 

selama ini banyak disentuh nelayan ilegal asing, hal ini merupakan potensi besar 

bagi nelayan kita, karena manfaat pemberantasan penangkapan ikan secara 

ilegal oleh Satgas 115 kami rasakan dapat mengusir para nelayan asing, 

sekarang kami harapkan bantuan pemerintah agar kami dapat memanfaatkan 

potensi ekonomi nelayan dan meningkatkan pendapatan nasional dari hasil laut 

secara baik 

Pertanyaan 3: 

Apakah Satgas 115 dalam pelaksanaan operasi nya sehari-hari telah melibatkan 

para nelayan yang tergabung dalam HNSI? 

Satgas 115 dalam praktiknya belum pernah meminta bantuan nelayan kami 

untuk memberi informasi atau bekerja sebagai mata-mata bagi satgas, akan 

tetapi nelayan-nelayan kami dalam praktiknya memiliki kerjasama dengan TNI AL 

maupun Polair di masing-masing wilayah, walaupun dalam kesehariannya belum 

maksimal. 
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WAWANCARA DENGAN BIRO HUKUM KEMENTERIAN KELAUTAN 

PERIKANAN RI 

METODE : WAWANCARA VIA TELEPON 

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2018 

NARASUMBER : IBNU HAKAM MUSAIS, SH. 

Pertanyaan 1: 

Bagaimana posisi Satgas 115 bekerja dan beroperasi mengatur lembaga-

lembaga yang ada didalam nya? 

Satgas 115 bekerja sebagai koordinator antara lembaga yang ada 

didalamnya, dimana masing-masing instansi bekerja masing-masing 

namun dalam kerangka koordinasi, PSDKP KKP bekerja 11 WPP wilayah 

lingkup kerja nya, TNI AL kerja di cross border, Bakamla kerja berdasar 

inisiasi informasi intelijen yang mereka dapatkan, masing- masing instansi 

bekerja berdasar tugas nya masing-masing pada wilayah masing-masing, 

namun saling sinergi. Kalau ada pengejaran terhadap pelaku 

penangkapan ikan secara ilegal, saling dilakukan komunikasi untuk 

mengetahui posisi siapa yang paling dekat, masing-masing instansi punya 

kapal sendiri dengan ciri masing-masing kapal diwarnai dengan warna 

putih namun dengan identitas masing-masing instansi, kecuali kapal TNI 

dan Polair yang tetap bercirikan warna nya sendiri.  

Pertanyaan 2: 

Bagaimana pendanaan anggaran operasi Satgas 115 berasal ?  

 

Operasi untuk penangkapan dan penenggelaman kapal memakan biaya 

yang cukup besar. Anggaran Satgas 115 murni menggunakan DIPA 

APBN KKP khusus untuk Satgas 115, Karena posturnya ada di KKP dan 
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mendapatkan fasilitas khusus bagi para personilnya. 

 

Pertanyaan 3: 

Jadi, Satgas hanya wadah bersifat koordinasi, kemudian bedanya apa 

dengan sebelumnya ? 

Satgas itu pada intinya hanyalah wilayah koordinasi doang sebenarnya, 

karena dulunya bergerak masing-masing, dulu bahkan ada kesan ada 

yang “mengamankan” pelaku penangkapan ikan secara ilegal. Ibaratnya 

lembaga ini mengamankan para pucuk pimpinan, jikalau ada yang 

bermain-main bisa langsung telfon pucuk pimpinan masing-masing 

instansi untuk memberi peringatan kepada yang nakal, oknum nakal 

sekarang sudah hilang. Kemudian dari PSDKP dirjen nya otomatis 

menjadi pejabat di dalam satgas 115 dan ada sebagian PNS yang 

diperbantukan. Koordinator masing-masing lembaga melibatkan pucuk 

pimpinan masing-masing, kebijakan presiden langsung ke satgas 115. 

 

 

 



6 

 

 

WAWANCARA DENGAN  KABID PENYELESAIAN KASUS HUKUM 

DEPUTI 3 KEMENKOPOLHUKAM 

METODE : WAWANCARA 

TANGGAL : 9 Januari 2018  

NARASUMBER : M. Abeto H., S.H., M.H 

Pertanyaan : 

Bagaimana kewenangan Jaksa dalam melakukan eksekusi penindakan terhadap 

kapal pelaku illegal fishing? 

Jaksa yang diberikan kewenangan oleh pengadilan untuk melakukan 

eksekusi terhadap kapal-kapal yang harus ditenggelamkan, akan tetapi 

dalam kenyataannya Jaksa sebagai eksekutor mengawasi jalannya 

penenggelaman kapal dari mulai putusan pengadilan sampai dengan 

musnahnya atau tenggelamnya kapal tersebut dan Jaksa jugalah yang 

membuat laporan kepada pengadilan bahwa penenggelaman kapal sudah 

dilakukan sesuai dengan prosedur dan telah dilaksanakan. Oleh karena 

Kejaksaan tidak memiliki alat atau sarana dan prasarana yang menunjang 

untuk melakukan penenggelaman kapal, maka perlu dilakukan kordinasi 

dengan stakeholder lain diantaranya TNI AL, KKP, Bakamla dan Polair. 

 

 



7 

 

 

WAWANCARA DENGAN KASI PENANGANAN BARANG BUKTI 

DITJEN PSDKP KKP 

METODE : WAWANCARA  

TANGGAL : 31 Oktober 2017 

NARASUMBER : Aceng Wahyudi, S.H 

Pertanyaan 1: 

Bagaimana manfaat kebijakan penenggelaman atau peledakan kapal sebagai 

tindak lanjut hukum terhadap kasus illegal fishing?  

Masalah bermanfaat dari sini tidaknya, setelah berlangsungnya 

pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dengan penenggelaman, 

atau dengan cara peledakan, itu sangat bermanfaat sekali dari segi 

memutus mata rantai barang bukti tidak pidana perikanan yang 

dikhawatirkan akan digunakan lagi oleh pemilik atau orang yang 

memanfaatkan, biasanya dia mendapatkannya dengan cara sebagai 

pemenang lelang. Barang bukti yang disita Negara ada yang dilelang dan 

ada yang dimanfaatkan, selama ini banyak barang bukti yang dilelang 

akan tetapi begitu di lelang, pemenangnya memang bukan pihak asing 

tetapi orang Indonesia, karena syarat-syarat ikut lelang adalah harus 

memiliki usaha  bidang perikanan di Indonesia, tetapi hasil lelang ini yang 

sudah dimenangkan  biasanya dijual lagi kepada orang asing dalam hal ini 

misalnya kapal Vietnam dijual ke Vietnam, atau orang Vietnam yang 

bukan pemilik tapi bekewarganegaraan sama untuk digunakan kembali 

menangkap ikan. Berkaitan dengan manfaat bagi berkurangnya 

penangkapan ikan secara illegal sangat terasa sekali, kapal-kapal 

Vietnam, kapal Thailand semakin berkurang 
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